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MOTTO 

 جفَاِنْكُنَّ نِسَآءًفَ وْقَ اثْ نَتَ يِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رًكَ  جيُ وْ صِيْكُمُ اللَّوُ فِْ اوَْلََ دكُِمْلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ يَ يِْْ 
دُسُ مَِّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَوُ  هُمَا السُّ ن ْ فَاِنْ  جوَلَدٌ  وَانِْكَانَتْ وَاحِدَةًفَ لَهَا النِّصْفُ قلى وَلََِبَ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍمِّ

وِ الث ُّلُثُ  وِ  قلىلََّّْ يَكُنْ لَّوُ وَلَدٌ وَّوَرثِوَُ ابََ وَهُ فَلُِِ مِّ دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ي ُّوْصِيْ  فَاِنْ كَانَ لَوُ اِخْوَةٌ فَلُِِ مِّ السُّ
نَاللَّوِ قلى اِنَّ اللَّوَ كَانَ  جابَآَؤكُُمْ وَابَْ نَآؤكُُمْ   قلىبِِآَ اوَْدَيْنٍ  لَتََدْرُوْنَ ايَ ُّهُمْ اقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا قلى فَريِْضَةًمِّ

 عَلِيْمًا حَكِيْمً 
Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika dua (anak 

perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta 

yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 

meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), 

maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat 

yang dibyatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tetang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 

mereka yang lebih banyak menfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS. An-

Nisa’ Ayat 11).
1

1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, (Jakarta: Unit Percetakan Al- Qur’an, 2019), 78. 
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ABSTRAK 
 

Sukmawati 2022: Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif 

Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) 

Kata Kunci: Waris, anak hasil nikah siri, putusan MK 

 Dilatar belakangi oleh sebuah permohonan uji materi tentang pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan, bahwasanya anak yang lahir diluar kawin cuma mempunyai 

jalinan keperdataan dengan ibu serta keluarganya. Hal tersebut menimbulkan pro 

dan kontra dikalangan masyarakat, disusul lagi dengan adanya Fatwa Mejelis 

Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Keudukan Anak Hasil 

Zina dan Perlakukan Terhadapnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji hak serta 

kedudukan anak hasil kawin siri dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta 

status hak waris anak hasil kawin siri sesuai putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

dan hukum keluarga Islam. Anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut juga 

pantas atas hak waris dari ayahnya. Hal ini bermaksud guna memberikan 

kejelasan serta keamanan kepada setiap anak.  

Fokus penelitian ialah 1) Apa yang melatar belakangi terbitnya Putusan 

MK No. 46/PUU-VIII/2010, 2) Bagaimana implikasi terhadap status hak waris 

dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, 3) Bagaimana status hak waris anak 

hasil nikah siri dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Kompilasi 

Hukum Islam. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan 

konseptual. Bahan hukum dalam skripsi ini yakni bahan hukum primer, Putusan 

MK No. 46/PUU-VIII/2010, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KHI, 

sedangkan bahan hukum sekunder yakni tesis, artikel, buku dan internet dan 

bahan non hukum. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bahwa dengan terbitnya 

Putusan MK No.  46/PUUVII/2010, yang menjadi latar belakang adalah adanya 

ketidakpastian hukum terkait pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU Perkawinan, 

terkait perkawinan yang sah serta anak yang lahir diluar kawin cuma mempunyai 

jalinan keperdataan dengan ibu serta keluarganya. Menyetarakan hak dan 

kedudukan anak hasil nikah siri dengan anak lain yang dilahirkan secara sah 

berdasarkan hukum negara, 2) Dengan terbitnya putusan tersebut berimplikasi 

terhadap tatanan norma perkawinan di Indonesia, terkhusus tentang kedudukan 

anak hasil nikah siri. Hal tersebut memberikan dampak hukum, bahwa anak 

memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya termasuk juga hak 

kewarisannya. 3) Dalam hukum waris Islam bahwa syarat dan rukun perkawinan 

yang telah dilaksanakan sesuai syariat menjadi perkawinan yang sah kendati pada 

era ini diperlukan pencatatan. Hal tersebut tidak membatalkan nasab kepada 

bapak, karena hubungan nasab terbentuk dari perkawinan siri yang sah menurut 

rukun dan syarat perkawinan. 



 

 x 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL ..............................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................  iii 

MOTTO .....................................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN ......................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  vi 

ABSTRAK .................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................  1 

A. Konteks Penelitian ...............................................................................  1 

B. Fokus Penelitian ...................................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................  6 

D. Manfaat Penelitian ..............................................................................  6 

E. Definisi Istilah ......................................................................................  7 

F. Sistematika Pembahasan ....................................................................  11 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ....................................................................  13 

A. Penelitian Terdahulu ...........................................................................  13 

B. Kajian Teori .........................................................................................  21 

BAB III METODE PENELITIAN ..........................................................  54 

A. Jenis Penelitian ....................................................................................  544 

B. Pendekatan Penelitian .........................................................................  55 

C. Sumber Bahan Hukum .......................................................................  56 



 

 xi 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................  57 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum ..............................  58 

BAB IV PEMBAHASAN ..........................................................................  60 

A. Latar Belakang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ......................  60 

B. Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status 

Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri .....................................................  63 

C. Status Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Dalam Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 Menurut Kompilasi Hukum Islam ....................  69 

BAB V PENUTUP .....................................................................................  84 

A. Kesimpulan ..........................................................................................  85 

B. Saran .....................................................................................................  87 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Islam merupakan agama yang meliputi berbagai keyakinan. Agama 

yang melingkupi setiap elemen kehidupan. Tak terlewatkan satupun kesulitan 

pada hidup yang tidak dijelasakan, serta tidak ada kesulitan dalam Islam yang 

tidak diatur. Salah satunya tentang pernikahan, banyak aspek dari pernikahan 

ini yang telah dijelaskan dalam Islam, dimulai dengan syarat dan rukun 

pernikahan, seperti perlu  melaksanakan ijab dan qabul sebagai simbol 

legalitas pernikahan, yang dilaksanakan untuk mengesahkan jalinan pria 

dengan wanita guna menjadi pasangan. Hal tersebut merupakan peraturan 

yang sudah diatur dalam Islam, tujuan aturan-aturan ini untuk memasangkan 

manusia agar berpasang-pasangan, melegalkan pernikahan, dan melarang 

perzinahan. Dalam Islam, tujuan mendukung pernikahan yaitu untuk 

meneruskan dan memelihara anak-anak Adam, dan untuk mendapatkan 

keturunan yang sejati. 

Di Indonesia sendiri sudah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam 

selanjutnya disingkat (KHI) tepatnya pasal 4 bahwasanya pernikahan yaitu 

resmi, jika dilakukan sesuai dengan syariat Islam selaras dengan pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan selanjutnya 

disingkat (UU Perkawinan) bahwasanya diatur pada norma Islam, pernikahan 

merupakan komitmen yang sangat kukuh atau mitssaqah ghalidzan yang 

sangat kuat guna mematuhi tugas Allah, serta menaati perintah Allah adalah 



 

 

 

2 

ibadah. Pasal 5 KHI dijelaskan bahwasanya Pegawai Pencatat Nikah 

bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan. Selanjutnya dijelaskan lagi 

pada pasal 6 KHI, bahwasanya pernikahan mesti dilaksanakan di depan dan 

dalam pantauan petugas pencatat perkawinan, dan jika tidak, perkawinan itu 

dianggap batal demi hukum. Hal tersebut harus dilakukan karena melihat dari 

tujuan perkawinan itu sendiri yaitu memiliki kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi, guna mencapai maksud pernikahan 

perlu maka dilakukan pencatatan pernikahan yang mana sudah diatur dalam 

ketentuan di atas. 

Hal ini tentu bertentangan dengan realita yang ada di Indonesia dimana 

masyarakatnya masih marak yang melaksanakan pernikahan siri, padahal 

sudah diatur oleh UU Perkawinan dirumuskan bahwasanya pernikahan yaitu 

resmi jika dilaksanakan menurut ketentuan masing-masing agama serta 

kepercayaan; selain itu, setiap pernikahan mesti dibukukan sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang beredar. Sedangkan perkawinan siri sendiri 

dilaksanakan tanpa pemantauan dari Pegawai Pencatat Nikah serta 

pernikahannya tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Melihat hal 

tersebut berarti pernikahan siri tersebut tidak resmi menurut ketentuan yang 

berlaku karena tidak mentaati peraturan pemerintah. 

Apabila pernikahan siri tersebut menghasilkan anak, berdasarkan UU 

Perkawinan serta KHI bahwasanya anak yang lahir dari pernikahan siri atau 

pernikahan di bawah tangan termasuk sebagai anak resmi atau anak luar 
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kawin.
2
 Jadi sudah cukup jelas bahwasanya anak kelahiran dari perkawinan 

siri termasuk anak yang tidak resmi dan anak yang lahir diluar nikah karena 

memang pernikahan dari kedua orang tuanya tidak resmi menurut ketentuan 

yang berlaku. Dari hal ini muncullah persoalan tentang hubungan nasab anak 

dengan bapaknya, yang dampaknya kepada hak waris dari anak luar kawin 

tersebut. 

Namun anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut juga pantas atas 

hak waris dari ayahnya. Hal ini bermaksud guna memberikan kejelasan serta 

keamanan kepada setiap anak. Seperti yang dinyatakan padapasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait Perlindungan Anak 

selanjutnya disingkat (UU PA) bahwasanya “Semua anak pantas guna tahu 

terhadap orang tuanya, orang tuanya membesarkannya dan mengasuhnya”. 

Anak memiliki hak untuk tahu akan identitas orang tua mereka, guna 

memperjelaskan kedudukan hukum antara orang tua dan anak-anaknya.
3
 

Dalam hal warisan, Islam sudah menjelaskan dengan jelas dan 

terperinci mengenai pembagian waris pada ahli waris pasca wafatnya pewaris. 

Ada beraneka macam yang dikelompokkan sebagai ahli waris, salah satunya 

dalam ahli waris yaitu anak. Hal ini tercantum dalam Al-Qur’an Surah An-

Nisa’ Ayat 11: 

                                                             
2
 Ury Ayu Masitoh, “Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari 

Hukum Perdata dan Hukum Islam”, DIVERSI: Jurnal Hukum, 4, No. 2, (2018); 125-148, DOI: 

https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276. 
3
 Erni Agustina, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis 

Nilai Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum. 3, No. 3, (2016): 381-390, DOI: 

http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1372. 
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فَاِنْكُنَّ نِسَآءًفَ وْقَ اثْ نَتَ يِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رًكَ  جوْلََ دكُِمْلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ يَ يِْْ يُ وْ صِيْكُمُ اللَّوُ فِْ اَ 
دُسُ مَِّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَوُ  ج هُمَا السُّ ن ْ  جوَلَدٌ  وَانِْكَانَتْ وَاحِدَةًفَ لَهَا النِّصْفُ قلى وَلََِبَ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍمِّ

وِ الث ُّلُثُ  دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ  قلىفَاِنْ لََّّْ يَكُنْ لَّوُ وَلَدٌ وَّوَرثِوَُ ابََ وَهُ فَلُِِ مِّ وِ السُّ فَاِنْ كَانَ لَوُ اِخْوَةٌ فَلُِِ مِّ
نَاللَّوِ  قلىنَ فْعًا  لََتَدْرُوْنَ ايَ ُّهُمْ اقَْ رَبُ لَكُمْ  جابَآَؤكُُمْ وَابَْ نَآؤكُُمْ   قلىي ُّوْصِيْ بِِآَ اوَْدَيْنٍ  اِنَّ  قلىفَريِْضَةًمِّ

 اللَّوَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمً 
Artinya : “Allah telah mewajibkan bagimu untuk membagi warisan anak-

anakmu dengan cara sebagai beriku: bagian anak priasetara dengan 

kadar dua anak wanita. Dan jika anak-anaknya semuawanita dan 

ada lebih dari dua orang, maka kadar harta yang mereka tinggalkan 

adalah dua pertiganya.Jika hanya ada satu (anak wanita), ia 

menerima setengah dari hadiah (pusaka yang ditinggalkan).Jika dia 

(almarhum) memiliki anak, maka bagian dari masing-masing 

seperenam dari pusaka yang ditinggalkan untuk kedua orang 

tuanya. Jika dia (yang wafat) tidak memiliki anak dan hanya 

diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya berhak atas warisan 

yang ketiga. Jika dia (almarhum) memiliki banyak saudara 

kandung, ibunya berhak atas seperenam dari warisan.(Pembagian 

tersebut di atas) mengikuti (pemenuhan) wasiat dibyat atau (dan 

setelah pembayaran) hutang. Anda tidak tahu yang mana dari orang 

tua atau anak-anak anda yang akan lebih bermanfaat bagi anda. Ini 

adalah perintah Tuhan. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha 

Bijak.”(QS. An-Nisa:17)
4
 

 

Sesuai dengan ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya setiap 

anak berhak untuk menagih hak ahli warisnya, dan jumlah harta yang 

diberikan kepadanya telah ditentukan.  

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 

(disingkat menjadi MK ATAU Putusan MK), dilatar belakangi oleh 

permohonan salah satu warga negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica 

binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar. Bahwa pada tanggal 20 

Desember 1993, di Jakarta, Machica Mochtar menikah dengan Drs. 

Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim. Upacara tersebut 

                                                             
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, 78. 
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juga disaksikan oleh almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, yang telah 

memenuhi syarat nikah, hal itu juga dikuatkan oleh Penetapan Pengandilan 

Agama Tigaraksa Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, yang menyatakan 

pernikahan tersebut adalah sah. Namun hal tersebut berbanding terbalik jika 

mengacu pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwasanya anak yang lahir 

diluar kawin cuma mempunyai jalinan keperdataan dengan ibu serta 

keluarganya. Artinya dia tidak mempunyai jalinan perdata dengan bapaknya, 

dan dia bahkan bukan pewaris bapaknya. Disusul lagi dengan adanya Fatwa 

Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Keudukan 

Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya. Hal tersebut menimbulkan pro 

dan kontra dikalangan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum waris 

Islam dengan ketentuan hukum positif jika mengacu pada Pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan, maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan guna 

memberikan penjelasan serta keamanan kepada setiap anak terkait status anak 

dan haknya yang berkaitan dengan ayahnya secara hukum, baik hukum Islam 

maupun hukum positif. Sesuai dengan uraian tersebut, penulis tertarik guna 

melaksakan penelitian selanjutnya sebagai penelitian skripsi dengan judul 

Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum 

Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). 

B. Fokus Penelitian 

1. Apa yang menjadi latar belakang terbitnya Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010? 
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2. Bagaimana implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status 

hak waris? 

3. Bagaimana status hak waris anak hasil kawin siri dalam Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 menurut Kompilasi Hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis pada penelitian ini memiliki tujuan pokok diantaranya adalah: 

1. Untuk mengkaji latar belakang terbitnya Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010; 

2. Untuk mengkaji implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap 

status hak waris; 

3. Untuk mengkaji status hak waris anak hasil kawin siri dalam putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini semoga bermanfaat bagi berbagai pihak secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

1. Manfaat penelitian dari sudut pandang teoritis: 

Penelitian ini diimpikan bisa menjadi pedoman dalam upaya kita 

untuk mempelajari lebih lanjut tentang problematika waris bagi anak hasil 

nikah siri serta memberikan ide-ide sebagai hasil dari perkembangan 

hukum tentang waris di Indonesia. 
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2. Manfaat penelitian dari sudut pandang praktis: 

a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang 

problematika waris bagi anak hasil nikah siri yang dikaitkan pada 

hukum Islam serta pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010); 

b. Bagi Instansi, diimpikan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber 

informasi dan penelitian lebih lanjutdi bidang problematika waris bagi 

anak hasil nikah siri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data 

guna penelitian selanjutnya; 

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber data 

guna analisis terhadap problematika waris bagi anak hasil nikah siri. 

E. Definisi Istilah 

Berdasarkan judul diatas, maka berikut adalah definisi istilah guna 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi 

tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Problematika 

Kata "problematic" dalam bahasa Inggris menunjukkan masalah 

atau kesulitan.
5
 Problematik merupakan turunan dari istilah problem, yang 

juga bisa berarti isu atau masalah. Untuk mencapai hasil terbaik, perlu 

untuk mengatasi rintangan atau masalah yang muncul. Dengan kata lain, 

masalah adalah perbedaan antara realitas dan apa yang diantisipasi secara 

realistis. Dalam Kamus Besar juga, Kata "masalah" dalam bahasa 

Indonesia mengandung arti "hal-hal yang masih menimbulkan masalah 

                                                             
5
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia, 2000), 440. 
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yang belum tertangani".
6
 Jadi, suatu kesulitan atau halangan yang masih 

belum dapat diselesaikan membuat sulit dan kurang ideal untuk mencapai 

suatu tujuan adalah yang diindikasikan dengan problematika. 

2. Waris  

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pusaka atau 

harta peninggalan. Ahli waris merupakan orang yang mempunyai hak atas 

warisan dari orang yang meninggal dan penerima waris sesungguhnya 

seperti anak dan sebagainya. Sedangkan penerima waris karib ialah 

penerimapewaris yang dekat yaitu anak cucu, dan sebagainya. Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, ahli waris yang sah (agama serta adat).
7
 

Jadi yang dimaksud dengan warisan mengacu pada seperangkat aturan 

yang mengatur transfer hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli 

warisnya. Dengan kata lain, warisan disebut juga dengan fara'idh, yaitu 

bagian dari harta yang dibagi secara hukum Islam di antara mereka yang 

berhak.
8
 

3. Anak Hasil Nikah Siri 

Adalah anak yang lahir dari nikah siri baik perempaun maupun laki-

laki. Anak tersebut lahir berdasarkan pernikahan yang dilakukan oleh 

kedua orang tua berdasarkan hukum Islam, telah memenuhi semua rukun 

dan syarat nikah. Juga bisa tidak dicacatkan oleh negara atau telah 

mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama (itsbat nikah). 

                                                             
6
 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 896. 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), 1617. 
8
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13. 
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4. Nikah Siri 

Nikah siri berarti nikah sembunyi-sembunyi, dan juga disebut 

dengan kawin di bawah tangan atau kawin liar.
9
 Nikah siri yaitu 

perkawinan yang tidak dibukukan pada Pencatat Nikah (PPN) di Kantor 

Urusan Agama, khususnya bagi umat Islam (KUA).
10

 Jadi yang dimaksud 

kawin siri adalah perkawinan yang direalisasikan berdasarkan rukun dan 

kriteria agama tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Pegawai 

Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh 

pemerintah.
11

 

5. Perspektif 

Perspektif atau sudut pandang atau vision diartikan sebagai cara 

pandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuannya merupakan 

guna menggambarkan suatu objek pada permukaan datar dalam tiga 

dimensi seperti yang terlihat oleh mata.
12

 

6. Hukum Keluarga Islam 

Hukum keluarga dikenal sebagai al-akhwal as-syakhsiyyah dalam 

literatur hukum Islam (fiqh). Bentuk jamak dari istilah tunggal al-hal, yang 

berarti benda, peristiwa, atau keadaan, adalah ahwal. Sedangkan as-

syakhsiyyah berasal dari kata as-Syakhshu yang berarti manusia atau 

kemanusiaan (jamak asykhash atau syukhush). Akibatnya, al-ahwal as-

                                                             
9
 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi: Inimal Press, 

2016), 123. 
10

 Zidna Nama dan Makna Yuridis, “Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari 

Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Arena Hukum. 7, No. 1, (2014): 48-67, DOI: 

https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4. 
11

Jamaluddin dan Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,  47. 
12 https://kbbi.web.id/perspektif.html diakses pada tanggal 29 Oktober 2020. 

https://kbbi.web.id/perspektif.html
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syakhsiyyah mengacu pada masalah pribadi. Hukum personal (hukum) 

umumnya digunakan untuk menggambarkan istilah qanun al-ahwal as-

syakhsiyyah; ahwal as-syakhsiyyah biasanya diterjemahkan sebagai patung 

pribadi dalam bahasa Inggris. Jadi, yang diartikan dengan hukum keluarga 

Islam merupakan hukum Islam yang mengatur jalinan hukum antara 

anggota famili, seperti perkawinan dan perceraian, perwalian dan 

hadhanah, wasiat, dan warisan.
13

 

7. Putusan MK 

Merupakan sebuah produk hukum yang bersifat mengikat untuk 

siapapun di Indonesia. Putusan MK diterbitkan oleh Lembaga Yudikatif 

karena tugas dan kewenagannya yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945 

Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk 

mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya 

mengikat semua pihak. Diantara kewenagannya adalah sebagaiberikut: 

Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; 

a. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh undang-undang dasar; 

b. Memutus pembubaran partai politik; dan  

c. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya focus terhadap Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010. 

  

                                                             
13

 Robi’atul Adawiyah, Reformasi Hukum Keluarga Islam, (Cirebon: Nusa Litera 

Inspirasi, 2019), 17-20 
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8. Hubungan Keperdataan 

Secara formal hubungan keperdataan berarti hubungan hukum yang 

mengatur hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lain atau 

badan hukum. Dapat terjadi karena perikatan yang kahir dari persetujuan 

ataupun lahir dari sebuah peraturan perundang undangan. Hubungan 

tersebut terkait ruang lingkup hukum privat yang dapat terdiri dari, status 

hukum, perkawinan, harta, waris dan juga perjanjian. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I: Dalam bab pertama ini menerangkan tentang pendahuluan 

yang menyangkut antara lain: konteks, fokus, tujuan, manfaat, definisi istilah, 

metode penelitian serta kerangka pembahasan. 

BAB II: Dalam bab kedua ini menerangkan mengenai tinjauan pustaka 

yang menyangkut antara lain: penelitian yang relevan serta tinjauan teori yang 

relevan dengan isu yang ditelaah yaitu terkait Problematika Waris Bagi Anak 

Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010). 

BAB III: Dalam bab ketiga ini menjelaskan mengenai pendekatan serta 

tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data. 

BAB IV: Dalam bab keempat ini menjabarkan terkait pembahasan dan 

hasil dari penelitian mengenai Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri 

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010). 
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Bab V: Dalam bab kelima ini adalah bab penutup, yang 

mengemukakan kesimpulan serta saran. Bab ini bertujuan guna memberikan 

ringkasan temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan, yang akan membantu 

dalam interpretasi temuan penelitian. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan 

daftar pustaka sebagai rujukan penulisan penelitian, mulai dari buku, jurnal, 

internet dan perundang-undangan. 



 

13 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni saudara Saefi Fatikhu 

Surur NIM: 14350059 di tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak 

Dicatatkan”, dengan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu:
14

Hak waris 

anak hasil pernikahan yang tidak dicatat berdasarkan hukum Islam 

berlandaskan pada garis keturunan anak terhadap orang tuanya, asal mula 

anak yang lahir dari orang tuanya ditentukan oleh garis keturunan anak 

dengan orang tuanya, dikarenakan didalam hukum Islam, pernikahan yang 

sah merupakan pernikahan yang telah dipenuhi oleh pasangan suami-istri. 

Akibatnya, pencatatan perkawinan tidak ada kaitannya dengan hak waris 

anak-anak yang tidak dicatatkan. Di sisi lain, pencatatan perkawinan 

diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Keabsahan suatu 

perkawinan menentukan hak waris anak dari perkawinan yang tidak diakui 

menurut hukum positif di Indonesia menurut hukum Islam. Sedangkan hak 

waris anak dari perkawinan non-Islam ditentukan oleh garis keturunan 

dengan orang tuanya, sedangkan asal usul anak yang lahir dari orang 

tuanya ditentukan oleh garis keturunan dengan orang tuanya, karena dalam 

                                                             
14

 Saefi Fatikhu Surur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari 

Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018),  

94-95. 
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hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memiliki 

sudah diisi suami istri. Akibatnya, pencatatan perkawinan tidak ada 

kaitannya dengan hak waris anak-anak yang tidak dicatatkan. Disisi lain, 

pencatatan perkawinan diperlukan untuk kepastian hukum. Menurut 

hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan menentukan hak waris anak 

dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum positif di Indonesia. Dalam 

pasal 7 ayat (2) memberikan sebuah peluang bagi pasangan suami istri 

yang belum mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama 

(KUA), seperti melaporkan ke Pengadilan Agama. Anak, pasangan suami 

istri, atau salah satu dari mereka dapat mengajukan permohonan itsbat 

nikah terhadap Pengadilan Agama, yang kemudian merupakan Putusan 

Pengadilan/atau Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh pengadilan 

sebagai landasan dan alat bukti asal usul dari perkawinan serta anak di 

antara ahli waris. Meskipun ahli waris dapat menggunakan pendekatan ini 

untuk memperoleh warisan, hal ini sulit dalam praktik dan prosedur karena 

menghabiskan waktu dan uang. Hak anak atas harta kekayaan dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan tetap dapat dijamin dari orang tuanya, di 

samping warisan. Hibah dan wasiat adalah dua contoh. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat yaitu dalam 

penelitian ini fokus pembahasannya adalah tentang tinjauan Hukum Islam 

terhadap hak kewarisan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat adalah tentang 

problematika waris bagi anak hasil nikah siri perspektif Hukum Keluarga 
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Islam (Studi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010). Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan penelitian angkat ialah sama-

sama memperbincangkan tentang warisan bagi anak hasil dari pernikahan 

siri/perkawinan yang tidak dicatatkan. 

2. Skripsi mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar yakni saudari Nurul Akhwati Abdullah 

NIM: 10400113089 di tahun 2017 yang berjudul “Status Waris Anak 

Dalam Kandungan Istri Siri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, 

dengan menghasilkan suatu kesimpulan yaitu:
15

Yang dumaksud dengan 

perkawinan yang resmi adalah pernikahan yang dicatat dikantor urusan 

agama (KUA), sebagaimana yang tercantum pada pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, nikah siri menjadi tidak sah. Anak-

anak yang lahir dalam kandungan istri siri memiliki korelasi kekerabatan 

dengan bapaknya menurut hukum Islam. Terhindar dari hukum Islam yang 

mengatur di negara Indonesia, yang merupakan gabungan dari hukum 

Islam dan barat serta hukum adat. Akibatnya, keturunan dari perkawinan 

siri tidak memiliki korelasi kekeluargaan dengan bapaknya. Pasal 43 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwasanya anak yang 

lahir dari perkawinan siri, hanya memiliki relasi sipil dengan ibu dan 

keluarganya. Tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 

46/PUU-VIII/2010) menegaskan jika seorang anak yang lahir diluar 

pernikahan memiliki jalinan keperdataan pada ibunya serta keluarganya, 

                                                             
15

 Nurul Akhwati Abdullah, “Status Waris Anak Dalam Kandungan Istri Siri Menurut 

Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, (Skripsi, UIN Alauddin, 2017), 68-69. 
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serta laki-laki sebagai bapaknya yang bisa dinyatakan melalui ilmu 

pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain, berdasarkan Undang-Undang 

memiliki jalinan darah, termasuk jalinan keperdataan terhadap famili 

bapaknya. Dalam pasal 280 KUHPer, anak yang lahir dari perkawinan siri 

bisa mendapatkan relasi sipil dengan ayahnya jika keberadaan anak itu 

diakui. Pasal 258 KUHPerdata menyatakan bahwasanya pengakuan itu 

tidak boleh merugikan perempuan (istri) dan anak-anak dari perkawinan 

yang sah jika ayahnya mengaku, sehingga timbul ikatan hukum antara 

anak dan ayahnya. Fatwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 10 

maret 2012 meyebutkan bahwasanya anak hasil dari pasangan nikah siri 

memiliki hak atas wasiat wajibah. Anak dari istri siri yang masih belum 

lahir atau masih berada dalam kandungan ibu dapat mewarisi menurut 

hukum Islam atau perdata jika dia mendapat pengakuan dari ayah 

kandungnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

teliti yaitu fokus penelitian ini tentang status waris anak yang masih dalam 

kandungan istri siri berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. 

Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti angkat yaitu tentang 

problematika waris bagi anak hasil nikah siri perspektif Hukum Keluarga 

Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Adapun persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-

sama memperbincangkan tentang waris bagi anak hasil dari pernikahan 

siri. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Habib Shulton Asnawi, pada Jurnal Konstitusi, 

Vol. 10 No. 2 tahun 2013, dengan tema Politik Hukum Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya 

Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.
16

  Pada 

kesimpulannya menyatakan pembelaan anak yang lahir diluar nikah adalah 

akibat dari mempertahankan dan membela Hak Asasi Manusia (HAM). 

Anak yang lahir dilaur nikah tidak selalu lahir dari hasil pergaulan bebas, 

mereka juga dapat lahir sebagai akibat dari eksploitasi seksual ibu, seperti 

pemerkosaan, inses, dan bentuk-bentuk lain dari pelecehan tersebut. Jika 

suatu kelompok tertarik untuk melarang seks bebas dan hubungan yang 

tidak menikah, maka hal tersebut menurut Habib adalah kurang tepat, 

karena yang seharusnya ditentang adalah perbuatannya, bukan anak dari 

hasil dari perbuiatan itu. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah, pada Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu 

Keislaman, Vol. 04 No. 2 tahun 2018, dengan tema Putusan MK. NO. 

46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar 

Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Analisis Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Hukum Positif, Uidhr dan Udhr).
17

 Pada kesimpulannya Pada 

hakekatnya, apapun keadaan seputar kelahiran anak, setiap anak yang lahir 

                                                             
16

 Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan 

HAM”, Jurnal Konsttusi, 10, No. 2 (2013), 240-260, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1023 

 
17 Nur Azizah, “Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak 

Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, 

Uidhr, dan Udhr)”, Jurnal FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, 04 No. 2 (2018), 248-

250. DOI: https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860 

 

https://doi.org/10.31078/jk1023
https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.860
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di dunia adalah suci. Seorang anak tidak boleh memberikan pengaruh 

negatif, atau setidaknya tidak dianggap oleh hukum, karena zina adalah 

dosa yang dilakukan oleh orang tua. Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut menimbulkan nuansa baru dimana seorang laki-laki yang 

melahirkan anak dan sebelumnya dibebaskan dari kewajiban menghidupi 

anak tersebut kemudian diberikan hak perdata atas ayah kandungnya 

dengan bukti-bukti yang mendukung. Ilmu pengetahuan atau teknologi 

dapat menunjukkan adanya pertalian darah antara anak dengan ibu atau 

ayah biologisnya, yang menjadi bukti yang dimaksud. Penggunaan istilah 

"hubungan keperdataan" dalam keputusan tersebut menimbulkan persoalan 

baru: apakah ikatan keperdataan mencakup garis keturunan yang 

berdampak pada hak waris, atau apakah ikatan tersebut dibatasi pada 

hubungan keperdataan biasa untuk menjamin kelangsungan hidup dan 

masa depan anak. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing 

perspektif hukum karena MK tidak memberikan penafsiran yang jelas. 

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar nikah yang tidak 

tercatat termasuk dalam definisi anak di luar nikah. Oleh karena itu, untuk 

menjamin hak anak, harus ada bukti teknologi bahwa anak hasil 

perkawinan sirri memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan, Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Skripsi 

mahasiswa dari 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

yakni saudara 

Saefi Fatikhu 

Surur tahun 

2018  

“Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Hak Waris Anak 

Dari Perkawinan 

Yang Tidak 

Dicatatkan 

Persamaan dari 

penelitian yang 

sekarang dengan 

penelitian yang 

terdahulu adalah 

sama-sama 

menjelaskan tentang 

warisan bagi anak 

hasil dari perkawinan 

siri atau perkawinan 

yang tidak dicatatkan. 

Perbedaannya yaitu 

terdapat pada 

penjelasan dalam 

meninjau hukum 

tentang anak hasil 

nikah siri yang mana 

disana dijelaskan 

adanya 

perbandingkan 

antara Hukum Islam 

dengan Hukum 

Perdata sedangkan 

yang saya teliti 

hanya menurut 

Hukum Keluarga 

Islam saja sehingga 

tidak ada 

perbandingan. 

2.  Skripsi 

mahasiswa dari 

Fakultas 

Syariah dan 

Hukum 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) 

Alauddin 

Makassar 

yakni saudari 

Nurul Akhwati 

Abdullah tahun 

2017  

“Status Waris 

Anak Dalam 

Kandungan Istri 

Siri Menurut 

Hukum Islam Dan 

Hukum Perdata 

Persamaan dari 

penelitian yang 

sekarang dengan 

penelitian yang 

terdahulu yaitu sama-

sama menggunakan 

Hukum Islam dalam 

meninjau 

permasalahan waris 

bagi anak hasil 

perkawinan siri atau 

pernikahan yang 

tidak dicatatkan.  

Perbedaannya yaitu 

terdapat pada anak 

dari hasil nikah siri 

yang mana masih 

dalam kandungan 

saja sedangkan yang 

saya teliti tidak 

hanya yang ada di 

dalam kandungan 

saja melainkan yang 

sudah lahir juga. 

3.  Jurnal yang 

ditulis oleh 

Habib Shulton 

Asnawi, pada 

Jurnal 

Konstitusi, 

Vol. 10 No. 2 

tahun 2013 

Status Anak di 

Luar Nikah: Upaya 

Membongkar 

Positivisme 

Hukum Menuju 

Perlindungan 

HAM 

Persamaan dari 

penelitian yang 

sekarang dengan 

penelitian terdahulu 

adalah sama-sama 

memiliki fokus 

masalah yang sama 

yaitu tentang waris 

bagi anak hasil nikah 

Perbedaanya yaitu 

terdapat pada tinjaun 

hukum yang mana 

penelitian terdahulu 

hanya meninjau 

status waris bagi 

anak nikah siri 

dengan pendekatan 

perspektif HAM, 
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siri  sedangkan yang saya 

teliti yaitu meninjau 

tentang waris bagi 

anak hasil dengan 

siri dengan Studi 

Tentang Keputusan 

MK No.46/PUU-

VIII/2010 menurut 

Hukum Keluarga 

Islam. 

4.  Jurnal yang 

ditulis oleh 

Nur Azizah, 

pada Fitrah 

Jurnal Kajian 

Ilmu-ilmu 

Keislaman, 

Vol. 04 No. 2 

tahun 2018 

Hubungan 

Keperdataan 

Antara Anak Luar 

Nikah Dengan 

Ayah Biologisnya 

(Analisis Dalam 

Perspektif Hukum 

Islam, Hukum 

Positif, Uidhr dan 

Udhr). 

Persamaan dari 

penelitian yang 

sekarang dengan 

penelitian terdahulu 

adalah sama-sama 

memiliki tema 

masalah yang sama 

yaitu tentang 

hubungan 

keperdataan bagi 

anak hasil nikah siri 

Perbedaanya yaitu 

terdapat pada tinjaun 

hukum yang mana 

penelitian terdahulu 

hanya meninjau 

status waris bagi 

anak nikah siri 

dengan pendekatan 

perspektif Hukum 

Islam, Hukum 

Positif, Uidhr dan 

Udhr, sedangkan 

yang saya teliti yaitu 

meninjau tentang 

waris bagi anak hasil 

dengan siri dengan 

Studi Tentang 

Keputusan MK 

No.46/PUU-

VIII/2010 menurut 

Hukum Keluarga 

Islam. 

 

Dari penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dimana status dan hak 

anak hasil pernikahan siri ditinjau berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 dengan diawali dari terbitnya putusan tersebut, hingga 

pertimbangan hakim yang ditinjau dari hukum keluarga Islam. 
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B. Kajian Teori 

1. Kewarisan dalam Islam 

a. Dasar Hukum Waris Islam 

Sumber-sumber hukum berikut menjadi dasar utama untuk 

menghitung warisan yaitu salah satunya Al-Qur’an. Ayat Al-Qur’an 

yang berhubungan dengan masalah warisan ialah dalam surah An-Nisa 

ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Ayat-ayat yang dimaksud diatas adalah 

sebagai berikut: 

1) Surah An-Nisa/4:11 

                       

                  

                        

                           

                     

                        

      

 

Artinya: “Allah telah mewajibkan bagimu untuk membagi warisan 

anak-anakmu dengan cara sebagai berikut: porsi anak laki-

laki sama dengan porsi dua anak perempuan. Jika anak-

anaknya semua perempuan dan ada lebih dari dua orang, 

maka porsi harta yang mereka tinggalkan adalah dua 

pertiganya. Jika hanya ada satu (anak perempuan), ia 

menerima setengah dari hadiah (harta yang ditinggalkan). 

Jika dia (almarhum) memiliki anak, maka bagian dari 

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan 
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untuk kedua orang tuanya. Jika dia (yang meninggal) tidak 

punya anak dan hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, 

maka ibunya berhak atas warisan yang ketiga. Jika dia 

(almarhum) memiliki banyak saudara kandung, ibunya 

berhak atas seperenam dari warisan.(Pembagian yang 

dimaksud di atas) mengikuti (pemenuhan) wasiat dibyat 

atau (dan setelah pembayaran) hutang. Anda tidak tahu 

yang mana dari orang tua atau anak-anak Anda yang akan 

lebih bermanfaat bagi Anda. Ini adalah perintah Tuhan. 

Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”(QS. An-Nisa/4:11)
18

 

2) Surah An-Nisa/4:7    

                           

                

 

Artinya:“Laki-laki berhak mendapat porsi dalam harta peninggalan 

orang tua dan sanak saudaranya, dan perempuan berhak 

mendapat porsi (juga) harta peninggalan orang tua dan 

sanak saudaranya, baik sedikit maupun banyak sesuai 

porsi yang sudah ditentukan.” (QS. An-Nisa/4:7)
19

 

 

3) Surah An-Nisa/4:12 

                   

                      

                  

                      

                    

                    

                                                             
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, 78. 
19 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, 78. 
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                      

                      

 

Artinya : “Jika istri Anda tidak mempunyai keturunan, Anda 

(suami) akan menerima setengah dari harta yang 

ditinggalkan oleh mereka. Jika mereka (istri-istrimu) 

mempunyai keturunan, maka kamu berhak atas 

seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah 

(memenuhi) wasiat mereka atau (membayar) hutang-

hutang mereka. Jika Anda tidak memiliki anak, istri Anda 

akan menerima seperempat dari harta Anda. Jika Anda 

mempunyai  keturunan, istri Anda akan menerima 

seperdelapan dari harta yang Anda tinggalkan setelah 

Anda memenuhi wasiat Anda atau membayar hutang 

Anda.Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun 

perempuan, tanpa meninggalkan ayah atau anak tetapi 

dengan saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan 

(seibu), seperenam dari harta dibagi antara dua jenis 

saudara itu. Jika ada lebih dari seorang saudara laki-laki 

ibu, mereka harus membagi sepertiga ketika dia telah 

menyelesaikan wasiatnya atau telah membayar kewajiban 

tanpa kesulitan (kepada ahli waris). Ketetapam Allah 

seperti itu. Allah Maha Mengetahui dan Maha 

Pengampun.”(QS. An-Nisa/4:12)
20

 

 

4) Surah An-Nisa/4:33 

                     

                     

        

Artinya : “Kami telah mengangkat ahli waris untuk apa yang 

ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabat dekat untuk 

masing-masing (laki-laki dan perempuan). Berikan bagian 

Anda kepada mereka yang telah Anda janjikan 
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pengabdian. Allah, tanpa diragukan lagi, adalah Saksi 

tertinggi.”(QS. An-Nisa/4:33)
21

 

 

 

5) Surah An-Nisa/4:176 

                     

                        

                  

                         

         

Artinya : “Mereka meminta fatwa dari Anda (tentang kekalahan). 

“Allah memberimu fatwa tentang kalalah, (yaitu, jika 

seseorang meninggal tanpa anak tetapi memiliki saudara 

perempuan, saudara perempuannya mewarisi setengah 

dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-lakinya 

mewarisi setengah lainnya” (semua hartamu). jika dia 

seorang wanita tanpa anak.Namun, jika ada dua saudara 

perempuan, mereka akan menerima dua pertiga dari harta 

itu. Dan jika mereka (para ahli waris) adalah saudara laki-

laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-

laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah 

menjelaskan (perintah ini) untuk Anda agar Anda tidak 

salah. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.An-

Nisa/4:176)
22

 

b. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam 

1) Rukun Kewarisan Islam 

Dalam Islam, berikut adalah rukun pewarisan: 

a) Meninggalnya pewaris 

                                                             
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, 83. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an, 106. 
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Seorang jika meninggal, dia disebut sebagai pewaris. 

Artinya, jika seseorang mengalihkan harta kepada ahli warisnya 

ketika masih hidup, itu tidak dianggap sebagai warisan. Para ahli 

telah mengklasifikasikan kematian pewaris menjadi tiga kategori 

sebagai berikut:
23

 

(1) Mati haqiqy (sejati), yaitu kematian tubuh seseorang yang 

dapat dipastikan dengan menggunakan panca indera atau 

teknologi medis; 

(2) Mati hukmy (berdasarkan putusan hakim), yaitu seseorang 

yang dinyatakan meninggal oleh hakim boleh jadi masih 

hidup, tetapi karena suatu sebab dianggap mati; 

(3) Mati taqdiry (berdasarkan dugaan), yaitu dengan kecurigaan 

yang kuat, seseorang diduga meninggal;
24

 

b) Terdapat Ahli Waris 

Ahli waris merupakan bagian penting dari proses 

pewarisan. Syarat ahli waris pada waktu pewaris meninggal 

dunia, sedangkan syarat ahli waris pada waktu pewaris meninggal 

adalah hidup. Selain itu, tidak ada halangan bagi ahli waris untuk 

menerima warisan. Ketika seseorang tidak yakin apakah dia 

masih hidup atau tidak ketika pewaris meninggal, itu harus 

ditentukan dengan keputusan hakim. Demikian pula ahli waris 
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harus menegaskan melalui pengadilan bahwa ia berhak menjadi 

ahli waris dan tidak dihalangi oleh ahli waris lain untuk 

menghindari masalah.
25

 

c) Terdapat Harta Warisan 

Salah satu rukun waris adalah  harta waris. Dalam fiqh, 

warisan disebut sebagai tirkah, yang berarti bahwa apa yang 

ditinggalkan seseorang setelah kematian adalah harta mutlak. 

Sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, banyak syarat 

yang harus dipenuhi, antara lain pengurusan jenazah, melunasi 

utang ahli waris, dan melaksankan wasiat pewaris. Jadi, setelah 

dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar utang, dan 

melaksankan wasiat, maka harta warisan yang tersisa adalah harta 

peninggalan.
26

 

Warisan tidak sama dengan harta peninggalan. Tidak 

semua harta warisan bisa diwariskan terhadap ahli waris, tetapi 

semua harta warisan, baik berupa barang maupun hak, harus 

bebas dari segala ikatan dengan orang lain. Karena konsep waris 

adalah harta yang ditinggalkan sepenuhnya oleh individu yang 

meninggal.
27
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2) Syarat Kewarisan dalam Islam 

Dalam Islam, pewarisan tunduk pada persyaratan berikut: 

a) Putusan hakim bahwa seseorang meninggal dunia setelah 

menunggu waktu tertentu tanpa mendengar kabar kematiannya, 

baik dalam kehidupan nyata maupun hukum, adalah putusan 

hakim yang menyatakan seseorang meninggal setelah menunggu 

jangka waktu tertentu. waktu tanpa mendengar berita 

kematiannya. Situasi seperti ini sering terjadi saat terjadi bencana 

alam, seperti kapal karam di laut;
28

 

b) Kehidupan ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Seorang 

ahli waris harus hidup ketika pewaris meninggal untuk menerima 

warisan; 

c) Semua ahli waris diidentifikasi, termasuk hubungan mereka 

dengan ahli waris lainnya dan nilai setiap bagian;
29

 

d) Tidak ada halangan dalam pewarisan, seperti perbudakan, 

pembunuhan, atau perselisihan agama.
30

 

c. Sebab Mewaris 

Dalam Islam, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

hak waris seseorang, diantaranya adalah hubungan kekerabatan dan 

perkawinan. Kaitan antara kedua bentuk tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Ikatan Kekeluargaan 

Ikatan kekeluargaan atau juga disebut dengan hubungan 

nasab ditentukan oleh terdapatnya hubungan darah, dan adanya 

hubungan darah bisa diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang 

ibu memiliki ikatan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si 

anak memiliki ikatan kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. 

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara seorang 

ibu dengan anaknya dan antara seorang anak dengan ayahnya, serta 

hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan 

seterusnya, ke bawah, kepada anak dan keturunannya, maka 

mungkin untuk menentukan apakah seorang anak laki-laki dan 

ayahnya memiliki kontrak pernikahan yang sah. dari keluarga dekat. 

Dengan demikian, juga dapat diketahui anggota jaringan 

kekerabatan yang dianggap sebagai ahli waris ketika seseorang 

meninggal dunia dan meninggalkan wasiat. 

Ketika menganalisis hubungan kekeluargaan, Hazairin 

membaginya menjadi tiga kategori ahli waris, yang dikenal dengan 

dzawul faraid, dzawul qarabat, dan mawali. Mawali, yang 

merupakan istilah untuk ahli waris pengganti, juga dapat digunakan 

untuk menyebut individu yang mengambil peran sebagai ahli waris 

karena tidak lagi berhubungan dengan ahli waris yang sebenarnya. 

Demikian pandangan Ahlus Sunnah yang terbagi dalam 

pengelompokan dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham. 
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2. Ikatan Perkawinan 

Hubungan perkawinan dengan hukum pernikahan Islam 

disebut sebagai warisan dalam agama Islam. Jika seorang suami 

meninggal dengan meninggalkan harta peninggalan dan seorang 

janda, maka ahli warisnya juga termasuk dalam harta peninggalan 

istri yang meninggal sebaliknya. 

3. Memerdekakan Hamba Sahaya (Budak) 

Al-Wala' adalah hubungan pewarisan yang terjadi ketika 

seseorang membebaskan budakku atau ketika ada pengaturan 

bantuan. Untuk yang terakhir, tampaknya jarang dilakukan, jika 

tidak konsisten. Al-wala yang pertama disebut dengan wala' al-

'ataqah atau 'ushubah sababiyah, dan yang kedua disebut dengan 

wala' al-mualah, yaitu wala' yang diakibatkan oleh kesedihan 

seseorang karena meminta tolong kepada orang lain melalui 

amanah. perjanjian. Jika laki-laki disebut al-mu'tiq dan jika 

perempuan disebut al-mu'tiqah, mereka adalah individu yang 

membebaskan budak. Orang yang dibantu disebut mawali, 

sedangkan wali pembantu disebut maula. Sahaya menerima 1/6 

harta warisan sebagai bagiannya dari orang yang membebaskan 

pembantunya. Jika muncul isu apakah perbudakan masih ada, 

jawabannya adalah tidak lagi karena misi Islam berhasil 

mengakhirinya. Salah satu tujuannya adalah untuk menggugah 

setiap orang yang mampu untuk membantu dan mengembalikan 



 

 

 

30 

hak-hak budak kepada orang-orang merdeka karena itu merupakan 

warisan pahala bagi al-mu'tiq dan/atau al-mu'tiqah.
31

 

d. Gugurnya Hak Waris 

Yang dimaksud dengan hilangnya hak waris adalah hal-hal yang 

tidak memungkinkan ahli waris untuk menuntut hak warisnya. Ada 

beberapa faktor yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya, 

antara lain: 

1. Perbudakan 

Seseorang yang berstatus budak tidak berhak mendapat warisan, 

tidak juga dari saudaranya. Karena semua yang dimiliki seorang 

budak juga menjadi milik tuannya.
32

 

2. Perbedaan Agama 

Pembedaan agama mengacu pada pandangan ahli waris dan muaris 

(orang yang mewaris). Hal ini didukung oleh hadits yang dikaitkan 

dengan Rasulullah oleh Usama bin Zaid dan diriwayatkan oleh 

Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. 

Larangan terhadap warisan Muslim dari non-Muslim telah diikuti. 

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, ikatan antar 

kerabat yang berbeda agama semata-mata bersifat sosial. 

3. Pembunuhan 

Pembunuhan menghentikan seseorang dari menerima warisan dari 

ahli waris yang telah meninggal. Hal ini didasarkan pada hadits 
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yang dikaitkan dengan Nabi dari Abu Hurairah dan diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah, bahwa orang yang membunuh pewarisnya 

kehilangan haknya untuk mewarisi dari orang yang dibunuhnya. 

Ditegaskan oleh hadits bahwa pembunuhan menggugurkan 

warisan.
33

 

4. Berbeda Negara 

Negara dalam konteks ini adalah wilayah tempat tinggal kaum 

mu'arris dan ahli warisnya; kedua wilayah tersebut dipengaruhi 

oleh kesultanan, kerajaan, dan republik.
34

 

5. Murtad 

Seseorang yang meninggalkan Islam dan tidak dapat menerima 

warisan dari keluarga Muslimnya disebut murtad.
35

 

2. Status Anak Hasil Nikah Siri 

Pada KBBI anak adalah generasi yang kedua. Maksudnya ialah 

orang yang berasal atau dilahirkan dari kandungan seorsng ibu.
36

 

SedangkanAnak kandung adalah mereka yang lahir dari rahim ibunya 

dan bapak kandungnya, sedangkan yang dimaksud dengan anak sah 

adalah mereka yang lahir dari perkawinan yang sah menurut ajaran 

agama.
37
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Anak merupakan salah satu tujuan yang dihasilkan dari sebuah 

pernikahan, hal tersebut bertujuan untuk: 

a. Menjamin agar umat manusia terus meramaikan alam Tuhan sambil 

tetap meneruskan garis keturunan;  

b. Untuk mencari cinta Nabi Muhammad;  

c. Untuk mencari berkah dari anak yang saleh setelah kematian orang 

tuanya; 

d. Meminta syafaat dalam kasus kematian anak kecil jika anak itu 

meninggal sebelum orang tuanya.
38

 

Ada banyak pengertian hukum anak yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

tentang anak berbeda-beda. Undang-undang menyumbangkan banyak 

perspektif tentang terminologi anak-anak berlandaskan fungsi dan 

lokasi mereka, antara lain: 

a. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak 

merupakan titipan serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus selalu kita jaga karena pada hakekatnya mereka memiliki 

harkat, martabat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak 

anak termasuk dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak 

Anak sebagai hak asasi manusia. Anak mewakili masa depan bangsa 

dan generasi penerus cita-cita bangsa dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, dengan demikian setiap anak berhak untuk bertahan 
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hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari 

tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil. hak dan 

kebebasan.
39

 

b. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak 

merupakan potensi sekaligus penerus prinsip bangsa yang telah 

diturunkan oleh generasi sebelumnya. 

c. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak 

sebagai anggota generasi muda yang potensial dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki 

ciri dan ciri khas, serta membutuhkan pembinaan dan perlindungan 

guna terjaminnya tumbuh kembang fisik, mental, dan fisiknya 

sebagai suatu kesatuan yang utuh, simbiosis, simbiosis, dan 

seimbang; 

d. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. Anak 

adalah anggota generasi muda, penerus nilai-nilai perjuangan 

bangsa, dan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa. 

Peraturan perundang-undangan lain yang menjelaskan tentang 

pengertian anak, selain peraturan perundang-undangan tersebut, adalah 

sebagai berikut: 

a. UU Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) Tentang Peradilan. 

Seorang anak diklarifikasikan sebagai seseorang yang berumur 

antara delapan dan delapan belas tahun. Walaupun anak tersebut 
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belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, ia tetap dianggap 

dewasa apabila ia telah kawin atau telah kawin dan kemudian 

bercerai; 

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) 

menegaskan bahwa anak perempuan di bawah umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan anak laki-laki di bawah usia 19 (sembilan belas) 

tahun telah memenuhi batasan usia minimal untuk bisa menikah; 

c. Undang-Undang Dasar 1945Anak yaitu subjek hukum nasional yang 

mesti dilindungi, dibina, dan dibina guna mencapai kesejahteraan 

anak, menurut pernyataan tersebut; 

d. Pasal 330 KUHPerdata menurut peraturan perundang-undangan 

perdata, anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum 

mencapai umur yang sah sebagai subjek hukum atau subjek hukum 

nasional. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan hanya sah menurut hukum 

Islam, tetapi karena tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kedudukan 

hukum di hadapan negara. Hal ini penting karena legitimasi anak sangat 

terikat dengan legalitas status perkawinan. Guna mendapatkan 

pengesahan anak, berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan: 

a. Melalui Istbat Nikah 

Pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah hal yang perlu 

dilakukan agar perkawinan di luar nikah diakui sah menurut hukum 

negara. Apabila permohonan itsbat nikah disetujui, maka Penetapan 
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Pengadilan Agama dapat menjadi dasar untuk menerbitkan Akta 

Nikah. Sejak dilakukannya nikah siri, penetapan itsbat nikahnya 

sah. Akibatnya, anak dari perkawinan yang telah mendapat 

penetapan dari Pengadilan Agama mendapat status yang legal 

menurut hukum positif, sehingga akan jelas terkait hak dan 

kewajibannya. 

b. Melalui Penetapan Asal Usul Anak 

Bisa jadi suami dan wanita yang sudah dikaruniai anak dalam 

perkawinan Islam yang sah, kemudian menikah lagi sesuai dengan 

hukum negara. Oleh karena itu, permohonan asal usul anak harus 

diajukan ke Pengadilan Agama untuk menentukan status anak 

tersebut. Hal ini karena menikah secara sah daripada mengajukan 

surat nikah berarti pernikahan itu sudah berlaku ketika dicatat 

secara resmi. 

Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI dinyatakan:  

a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 

kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak 

hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti 

lainnya”; 

b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka 

pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
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anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-

bukti yang memenuhi syarat; 

c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi 

pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang 

bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan. 

3. Nikah Siri 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), nikah siri 

yaitu perkawinan yang hanya disaksikan oleh modin atau pegawai 

masjid dan saksi-saksi, bukan disaksikan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA), namun dianggap resmi menurut Islam. Kata siri berasal dari 

kata Arab sirrun, yang berarti rahasia, diam, bisu, tersembunyi, berbeda 

dengan kata 'alaniyyah, yang berarti terbuka. Nikah siri digambarkan 

oleh istilah dasar ini sebagai pernikahan rahasia, berbeda dengan 

pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terbuka. Kata siri 

kemudian digabungkan dengan kata nikah sehingga membentuk nikah 

siri, yang menjelaskan bahwa nikah itu rahasia atau sembunyi karena 

tertutup dan rahasia.
40

 

Perkawinan di luar nikah terjadi apabila perkawinan dilakukan 

menurut tuntunan agama tetapi perkawinan tersebut tidak dicatat. 

Akibatnya, pernikahan yang tidak dicatatkan memenuhi persyaratan 

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi tidak memenuhi Pasal 2 ayat 
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(2), yang mengharuskan perkawinan dicatat dalam catatan sipil. 

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan berantai ini tidak 

sah.
41

 

Nikah siri adalah nikah yang dilakukan dengan persetujuan wali, 

dua orang saksi yang adil, dan seorang qabul, tetapi tidak dicatat di 

kantor pencatat nikah atau kantor urusan agama. Pernikahan ini sah 

menurut hukum Islam karena prasyarat dan rukun pernikahan telah 

terpenuhi. Sedangkan perkawinan seperti itu tidak sah dan dapat 

dikenakan denda hukum di Indonesia, menurut hukum positif yang 

berkaitan dengan hukum perkawinan.
42

 

Namun, istilah “nikah siri” berasal dari perkataan Umar Ibn al-

Khattab, yang menyatakan, “Ini adalah pernikahan yang tidak dicatat, 

saya tidak menyetujuinya, dan jika saya tiba, saya pasti akan dirajam.” 

Nikah siri dalam fiqh dicirikan sebagai nikah yang tidak sah secara 

hukum karena tidak disaksikan, menurut pengakuan Umar. Atau, saksi 

mungkin hadir, tetapi tidak sesuai dengan standar. Sebuah pernikahan 

yang disaksikan tetapi dirahasiakan, menurut Imam Malik, dianggap 

batal demi hukum. Berikut adalah sumbernya:
43

 

ائشة قالت : قال رسول اللّو صلى اللّو عليو وسلم أعلنوا ىذا النكاح واجعلو فِ عن ع
 المسا جد واضربوا عليو بالدفوف          
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Di mata masyarakat umum, pernikahan siri umumnya dipahami 

dalam berbagai cara, antara lain sebagai berikut:
44

 

a. Perkawinan tanpa kehadiran wali;  

b. Perkawinan yang sah dan menurut adat tetapi tidak terdaftar di 

KUA;  

c. Pernikahan rahasia karena berbagai alasan. 

Karena kondisi tertentu, seperti fakta bahwa dia adalah istri 

kedua suaminya secara hukum beragama. Harus ada perbedaan antara 

pernikahan yang tidak terdaftar dan pernikahan pada umumnya dalam 

skenario ini, dan perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Perkawinan di luar nikah tidak tercatat dalam buku administrasi 

Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan yang paling mencolok 

antara pernikahan serial dan pernikahan pada umumnya adalah ini. 

Hanya persoalan agama dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ini, 

yang hanya sah di mata agama tetapi tidak sah secara hukum positif. 

Perkawinan, di sisi lain, seringkali legal baik dalam agama maupun 

hukum positif.
45

 

b. Dalam pernikahan siri, kurangnya walimah. Selain tidak terdaftar 

secara administratif, ciri pembeda lain dari pernikahan yang tidak 

terdaftar adalah penerapan walimah. Sedangkan nikah walimah 

diadakan untuk menyampaikan kabar gembira dan bentuk-bentuk 

syi'ar terhadap masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak 
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diinginkan di kemudian hari, nikah siri walimah dirahasiakan karena 

esensi dari nikah siri adalah kerahasiaan nikah itu sendiri. 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 

Mahkamah Konstitusi dalam KBBI, adalah entitas negara yang 

tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan 

kekuasaan kehakiman, khususnya dalam masalah konstitusi.
46

 Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dilatar belakangi 

oleh permohonan salah satu warga negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar 

alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar. Bahwa 

pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, Machica Mochtar menikah 

dengan Drs. Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar 

Ibrahim. Upacara tersebut juga disaksikan oleh almarhum KH. M. 

Yusuf Usman dan Risman, yang telah memenuhi syarat nikah. Yang 

merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK. Empat kewenangan MK 

adalah: 

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

                                                             
46 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mahkamah%20konstitusi.com diakses pada tanggal 

18 Mei 2022. 
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Berkaitan dengan putusan MK pada penelitian ini, merupakan 

kewenagan MK untuk menguji sebuah Undang-Undang terhadap UUD 

1945, dimana terdapat sebuah hak konstitusional seorang warga negara 

Indonesia yang dilanggar oleh ketentuan sebuah Undang-Undang 

Perkawinan. Adapun syarat yang utama guna menempuh upaya hukum 

melalui MK salah satunya adalah pemohon mempunyai kedudukan 

hukum dengan Undang-Undang yang akan dimohonkan. Dalam 

putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat alasan bahwa pemohon 

adalah pihak yang secara langsung berhadapan dan meyakini bahwa 

pelaksanaan UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusionalnya 

yaitu Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini benar-benar 

menimbulkan ketidakjelasan hukum yang merugikan pemohon dalam 

hal status perkawinan dan kedudukan hukum anak dari perkawinan. 

Terdapat hak konstitusional pemohon yang dilanggar yaitu hak 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Kemudian ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan 

terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata 

lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. 

Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan 
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sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing. Dalam hal ini, pemohon telah melaksanakan perkawinannya 

sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai 

dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana 

mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 

perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 

agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 

menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 

anaknya di muka hukum menjadi tidak sah. Begitu alasan yang terdapat 

dalam putusan tersebut, yang menjadi latar belakang pemohon 

melakukan uji materi terhadap UU Perkawinan. 

Proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang 

Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 56, yang mengatur tiga jenis 

putusan: permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, 

dan permohonan ditolak.
47

 Namun, dalam perkembangannya putusan 

MK ini memiliki banyak model putusan, antara lain sebagai berikut: 

a. Model putusan konstitusional bersyarat (Conditionally 

Constitutional) 

Putusan konstitusional bersyarat adalah model putusan yang 

pada hakekatnya memberikan persyaratan konstitusional tertentu dan 

interpretasi terhadap norma yang diuji, memastikan bahwa norma 
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tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi persyaratan atau 

interpretasi yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya.
48

  

Ketika permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diajukan, muncul model 

konstitusional bersyarat, yang menetapkan tiga jenis putusan dalam 

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan 

disetujui, dan permohonan ditolak.
49

 Akan sulit untuk menguji suatu 

undang-undang jika hanya didasarkan pada ketiga jenis penilaian ini, 

karena undang-undang seringkali memiliki kebiasaan diucapkan 

dengan kata-kata yang luas, meskipun tidak diketahui apakah 

penerapannya akan bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
50

 

Berikut ini adalah sifat-sifat model keputusan konstitusional 

bersyarat : 

1) Putusan konstitusional bersyarat berusaha untuk menjaga 

Undang-Undang konstitusional sambil memaksakan kondisi 

yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi; 
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2) Dalam proses pembentukan Undang-Undang, syarat-syarat 

Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam amar konstitusi 

bersifat mengikat; 

3) Dalam hal perumusan undang-undang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya, terbuka peluang untuk menguji kembali norma-

norma yang diuji; 

4) Putusan konstitusi bersyarat menjadi pedoman atau acuan bagi 

Mahkamah Konstitusi dalam menilai norma-norma 

ketatanegaraan yang sejenis; 

5) Berdasarkan evolusi inklusi konstitusional bersyarat, tampak 

bahwa Mahkamah Konstitusi pada awalnya kesulitan 

merumuskan putusan karena terjadi dalam kasus-kasus yang 

pada dasarnya tidak wajar, sehingga putusannya sebagian besar 

ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU MK, namun 

dalam perkembangannya, putusan model konstitusional 

bersyarat terjadi karena permohonan yang beralasan dinyatakan 

dikabulkan; 

6) Putusan konstitusional bersyarat memungkinkan adanya 

penilaian terhadap norma-norma yang tidak secara eksplisit 

dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan; 

7) Keputusan konstitusional yang bersyarat agar tidak terjadi 

kekosongan hukum; 



 

 

 

44 

8) Peran MK sebagai penafsir undang-undang, sekaligus sebagai 

legislator terbatas, dengan model putusan konstitusional 

bersyarat.
51

 

b. Model putusan inkonstitusional bersyarat (Conditionally 

Unconstitutional) 

Mahkamah Konstitusi mengembangkan model putusan 

inkonstitusional bersyarat selain menjalankan putusan model 

konstitusional bersyarat sebagai bagian dari evolusinya untuk 

menjalankan yurisdiksi menganalisis Undang-Undang terhadap 

UUD 1945.
52

 Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan 

konstitusional bersyarat, di mana item yang dicari diucapkan secara 

bersyarat bertentangan dengan UUD 1945, yang menyiratkan bahwa 

pasal yang diusulkan inkonstitusional jika persyaratan Mahkamah 

Konstitusi tidak terpenuhi. Akibatnya, pada saat putusan dibacakan, 

pasal yang diajukan untuk diuji inkonstitusional; namun demikian, 

jika prasyarat MK telah dilengkapi oleh ajudan pada saat putusan, 

pasal tersebut menjadi konstitusional. 

Munculnya model putusan ini disebabkan karena jika semata-

mata didasarkan pada putusan-putusan yang diatur dalam Pasal 56 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
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Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan 

dikabulkan, dan permohonan ditolak, permohonan tidak dapat 

diterima.
53

 Akibatnya, akan sulit untuk menilai suatu Undang-

Undang ketika sifat undang-undang harus dijelaskan secara luas, 

bahkan jika tidak diketahui apakah definisi yang luas tersebut akan 

bertentangan dengan konstitusi dalam praktiknya. Berikut adalah 

ciri-ciri model keputusan inkonstitusional bersyarat ini: 

1) Perintah putusan secara tegas menyatakan frasa “bertentangan 

dengan bersyarat”, putusan yang menyatakan “bertentangan 

asalkan ditafsirkan”, putusan yang menyatakan “bertentangan 

sepanjang tidak ditafsirkan”, dan memerintahkan putusan 

dengan frasa lain yang memberikan kondisi inkonstitusional; 

2) Pada prinsipnya, putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan 

pada putusan yang memberikannya; 

3) Keputusan inkonstitusional bersyarat amar mungkin berbentuk 

makna atau kondisi inkonstitusional untuk standar yang sedang 

dinilai; 

4) Tidak ada perbedaan antara klausa inkonstitusional bersyarat 

dan klausa konstitusional bersyarat.
54

 

c. Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan 

tidak berlaku (Legally Null And Void) 
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Putusan MK atas permohonan yang beralasan untuk 

dikabulkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (3) dan 

Pasal 57 ayat (1) UU MK menggunakan model putusan yang batal 

demi hukum dan dinyatakan tidak sah. Dalam model putusan ini, 

Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan bahwa suatu peraturan 

perundang-undangan yang sedang dipertimbangkan bertentangan 

dengan UUD 1945 baik sebagian maupun seluruhnya, dan 

pernyataan yang dinyatakan kontradiktif tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum karena dibuat dalam sidang paripurna publik. 

Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru dalam 

kasus ini karena hanya bersifat negative legislature, atau seperti yang 

dikatakan Hans Kelsen, sebuah deklarasi deklaratif. Pilihan 

deklaratif tidak memerlukan penggunaan aparatus yang unik untuk 

melaksanakan keputusan. Namun, keputusan tersebut harus 

diumumkan dalam Berita Negara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak dikeluarkannya sebagai kriteria pengetahuan umum. 

Dengan diumumkannya dalam Lembaran Negara, maka 

seluruh penyelenggara negara dan rakyat wajib untuk tidak 

menggunakan atau menegakkan norma hukum yang telah dinyatakan 

oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan 

yang dilakukan berdasarkan kewenangan suatu peraturan perundang-

undangan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap melanggar 
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Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan atau substansial dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perbuatan tersebut 

dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan batal 

demi hukum sejak awal.
55

 

d. Model putusan yang pemberlakuannya ditunda (limited 

constitutional) 

Dalam lingkup mahkamah konstitusi, ada gagasan 

konstitusional yang terbatas, yang melibatkan penerimaan untuk 

jangka waktu yang terbatas pengesahan aturan yang benar-benar 

bertentangan dengan konstitusi. Berbeda dengan model putusan 

konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, yang 

menetapkan bahwa aturan yang ada dinyatakan tidak bertentangan 

atau bertentangan dengan konstitusi pada saat putusan, tetapi 

kemudian dapat bertentangan dengan konstitusi karena melanggar 

ketentuan MK. Akibatnya, model keputusan konstitusional terbatas 

mencoba untuk memungkinkan transisi aturan yang bertentangan 

dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum 

mengikat untuk jangka waktu terbatas karena mereka disadarkan 

tentang kemanfaatan. 

Model keputusan yang ditunda pelaksanaannya, termasuk 

arahan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperpanjang 

ketentuan konstitusi yang bersifat time-limited. Demikian pula dalam 
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hal legalitas undang-undang, MK telah memberikan tenggang waktu 

untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum 

sambil menunggu produk legislasi pembentuk Undang-Undang. 

Akibatnya, konstitusionalitas suatu undang-undang bergantung pada 

perjalanan waktu, sebagaimana ditetapkan oleh putusan Mahkamah 

Konstitusi.
56

 

e. Model putusan yang merumuskan norma baru 

Dalam model putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah 

atau menetapkan unsur baru dari isi peraturan perundang-undangan 

yang sedang dipertimbangkan sehingga menyebabkan norma hukum 

bergeser dari yang sebelumnya. Keputusan konstitusional bersyarat 

atau keputusan inkonstitusional bersyarat dapat digunakan untuk 

mendapatkan akses ke pembentukan norma-norma baru. Dengan 

kata lain, jika penafsiran yang ditentukan dalam putusan MK itu 

diikuti, maka suatu norma hukum atau Undang-Undang tetap 

konstitusional dan legalitasnya dipertahankan, sedangkan jika 

penafsiran yang ditentukan dalam putusan MK itu tidak diikuti, 

maka norma hukum atau Undang-Undang tersebut inkonstitusional 

dan harus dinyatakan kontradiktif. 

Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi memiliki 

kewenangan untuk membuat putusan yang tidak berpedoman pada 

hukum acara, dan bahkan dapat memilih keluar dari hukum dalam 
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situasi yang ekstrim jika peraturan perundang-undangan tidak 

memberikan rasa keadilan. Sebaliknya, Jimly Asshiddiqie 

berpendapat bahwa MK berperan sebagai negative legislator, artinya 

hanya dapat menyelesaikan suatu norma dalam Undang-Undang 

yang bertentangan dengan konstitusi, daripada memasukkan norma 

baru ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlepas dari 

argumentasi tersebut, MK telah menghasilkan terobosan hukum 

dalam sejumlah putusannya, terutama dengan menetapkan aturan 

baru.
57

 

Berbeda dengan model keputusan lainnya, model keputusan 

untuk menetapkan norma baru didasarkan pada situasi tertentu dan 

dianggap cukup mendesak untuk diterapkan dengan cepat. 

Akibatnya, jika putusan MK hanya menetapkan norma persaingan 

dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka terjadi dilema 

implementasi. Kemudian, selama norma sedang, akan, dan telah 

diadopsi, akan terjadi kekosongan norma, yang akan menimbulkan 

persoalan konstitusional, khususnya dalam pelaksanaannya. Alhasil, 

dalam putusannya, MK mengembangkan standar baru untuk 

mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Perumusan 

norma baru pada dasarnya bersifat sementara; norma baru pada 

akhirnya akan dimasukkan ke dalam konstruksi atau modifikasi 

hukum yang berlaku. 
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Putusan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan 

putusan dan akibat hukumnya, sebagai berikut: 

a. Putusan hakim yang menjadi Undang-Undang disebut declaratoir. 

Ketika hakim memutuskan siapa yang berhak atas suatu objek atau 

menyatakan suatu perbuatan melawan hukum misalnya; 

b. Constitutief adalah suatu keputusan hukum yang dapat meniadakan 

atau menimbulkan kedudukan hukum yang baru; 

c. Condemnatoir adalah putusan yang menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa atau tergugat untuk mencapai suatu tujuan. Putusan yang 

memerintahkan terdakwa untuk membayar sejumlah kompensasi 

tertentu misalnya.
58

 

Secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir 

dan constitutief karena memuat uraian tentang apa itu hukum dan 

memiliki kekuatan untuk membatalkan dan membentuk situasi hukum 

baru. Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang dapat bersifat 

mengutuk adalah menghukum tergugat karena berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu dalam situasi yang menyangkut kewenangan 

konstitusional lembaga negara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi dicapai setelah konferensi hakim 

yang disengaja. Setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis atas permohonan sebagai bagian 

dari proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dengan 
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musyawarah dan mufakat sebanyak mungkin. Musyawarah ditunda ke 

Musyawarah Musyawarah berikutnya jika tidak tercapai kata mufakat. 

Jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, suara mayoritas akan 

digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan ini diambil melalui 

Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai bagian dari proses penyidikan, 

mengadili, dan memutus perkara. Akibatnya, 9 orang hakim konstitusi 

harus hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, kecuali jika terjadi 

keadaan luar biasa, dalam hal ini putusan dapat diambil oleh 7 orang 

hakim konstitusi.
59

 

Putusan MK sebagaimana putusan MK lainnya mempunyai akibat 

hukum, yaitu sebagai berikut: 

a. Final dan mengikat 

Mahkamah Konstitusi memiliki status yang unik sebagai lembaga 

peradilan khusus yang dibentuk oleh konstitusi. Putusan MK yang 

bersifat final dan mengikat ini menambah kekhususan. Mahkamah 

Konstitusi memiliki kekuasaan untuk mengadili perkara 

konstitusional baik pada tahap awal maupun tahap akhir, dan 

putusannya bersifat definitif. Karena sifat putusannya yang 

pamungkas, putusan Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus 

ditegakkan. Tidak ada upaya hukum tambahan atau putusan 

Mahkamah Konstitusi yang diizinkan. Hal ini disebabkan oleh fakta 

bahwa MK merupakan pengadilan terakhir yang mengadili 
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pengaduan tentang hak konstitusional. Putusan MK tersebut 

memiliki kekuatan hukum langsung karena diumumkan di 

persidangan, dan tidak ada upaya hukum yang tersedia. Selanjutnya, 

putusan MK tersebut dapat dilaksanakan oleh semua orang 

perseorangan dan badan hukum di Indonesia. Berbeda dengan 

putusan pengadilan yang bersifat mengikat secara luas, putusannya 

semata-mata mengikat pihak-pihak yang terlibat.
60

 

b. Kekuatan pembuktian 

Pembuktian akan dibutuhkan di ruang sidang sebagai teknik 

penentuan fakta dan kebenaran. Suatu putusan pengadilan, 

khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki nilai 

pembuktian. Setiap isi paragraf, bagian, dan/atau bagian dari suatu 

Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimintakan 

pemeriksaan ulang, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang tentang 

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan MK tersebut 

dapat disebut sebagai bukti bahwa telah diperoleh kekuatan hukum 

yang pasti. 

c. Kekuatan eksekutorial 

Ketika putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan, ia memiliki 

kekuasaan eksekutif. Akibatnya, setiap putusan Mahkamah 

Konstitusi yang membatalkan uji materi dilaporkan dalam pers 

negara. 
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d. Erge omnes 

Putusan MK bersifat erga omnes, artinya mengikat secara hukum 

dan harus diikuti oleh seluruh warga negara. Selanjutnya, putusan 

Mahkamah Konstitusi bersifat final; tidak ada lagi upaya hukum 

yang tersedia, seperti banding, kasasi, dan sebagainya. Putusan uji 

materi akan mengikat seluruh warga negara Indonesia.
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Kata "metode" berasal dari kata Yunani "methodos", yang berarti "jalan". 

Metode ilmiah mengacu pada bagaimana memahami objek yang coba dipahami 

oleh sains. Metode penelitian adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mencapai tujuannya dan mencari solusi dari permasalahan yang 

dihadapinya.
62

 Sangat penting untuk menggunakan pendekatan ilmiah untuk 

menyelidiki dan mendiskusikan suatu topik. Metode penelitian yang akan dipakai 

untuk melaksanakan penelitian Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri 

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Tentang Keputusan MK No.46/PUU-

VIII/2010)  ialah sebagai berikut:  

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis 

penelitian. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan 

informasi dari buku-buku perpustakaan (library research). Penelitian 

perpustakaan, menurut definisi yaitu studi yang dilaksanakan didalam 

perpustakaan, dengan peneliti berurusan dengan bermacam jenis bahan sesuai 

apa yang akan menjadi tujuan dan masalah yang diselidiki.
63

 Deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu tema yang akan 

disampaikan. Kemudian, setelah mengumpulkan buku-buku atau referensi 

yang penting dan akurat, membaca serta memahami agar mendapatkan data 

atau kesimpulan yang berkaitan dengan perdebatan tersebut. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian Problematika Waris Bagi 

Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Tentang 

Keputusan MK No.46/PUU-VIII/2010) yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Normatif atau Undang-Undang 

Pendekatan normatif didasarkan pada hukum, yang menjelaskan 

bagaimana hukum mengatur isu-isu terkait dan berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti.
64

 Undang-Undang tersebut ialah sebagai 

berikut: 

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Persoalan Hubungan Keperdataan Anak Dengan Ayah Biologisnya; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Pendekatan Studi Kasus 

Pendekatan kasus yaitu suatu bentuk pendekatan penelitian hukum 

normatif dimana penelitian berusaha mengkontruksi pendapat hukum 

tentang konteks pertimbangan hakim dalam sebuah putusan. Akibatnya, 

strategi ini pada umumnya berusaha untuk mencari ratio legis hakim untuk 

sampai pada sebuah pertimbangan hukum. Pemikiran hakim untuk sampai 
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pada suatu putusan merupakan faktor utama yang mendasari kajian dalam 

setiap putusan tersebut.
65

 

3. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan penelitian hukum 

yang menyajikan sudut pandang dalam studi hukum yang dianggap 

sebagai pemecahan masalah analitis melalui aspek-aspek konsep hukum 

yang mendasarinya, atau bahkan dilihat melalui nilai-nilai yang tersirat di 

dalamnya. Norma suatu ketentuan dalam kaitannya dengan konsep-konsep 

yang dipakai. Penerapan paling umum dari metode ini adalah untuk 

menentukan apakah pengertian normalisasi dalam suatu Undang-Undang 

telah sesuai dengan semangat dari konsep-konsep hukum yang 

mendasarinya. Perspektif ini berbeda dengan pandangan dan doktrin yang 

muncul dari studi hukum. Teknik ini sangat penting karena kesadaran akan 

pandangan/doktrin yang berkembang luas dalam ilmu hukum bisa 

menjadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
66

 

C. Sumber Bahan Hukum 

Menurut jenis klasifikasinya ke dalam penelitian kepustakaan (library 

research), data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat ditentukan berupa 

dokumen, berupa data yang diterima dari perpustakaan melalui pencarian 
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buku-buku kepustakaan.
67

 Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga 

kategori: 

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang bersifat mengikat secara 

hukum
68

, seperti: 

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI); 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang 

Persoalan Hubungan Keperdataan Anak Dengan Ayah Biologisnya; 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan erat 

dengan bahan hukum primer dan berkaitan erat dengan pokok bahasan 

yang diteliti, seperti tesis, tesis, artikel, dan buku. 

3. Bahan non hukum, atau yang menyajikan informasi terkait dengan bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, 

merupakan data sekunder yang mendukung dan menyempurnakan 

dokumen hukum primer. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menghimpun data 

dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah 

proses pengumpulan informasi tentang subjek atau masalah yang menjadi 
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subjek penelitian atau subjek cerita non ilmiah. Namun secara umum, penulis 

karya ilmiah lebih sering melakukan tinjauan pustaka daripada penulis non 

ilmiah karena karya tulis ilmiah memiliki standar dan batasan yang lebih kuat. 

Frasa ini kemudian dikaitkan dengan kegiatan penelitian karena proposal 

rencana penelitian diperlukan di awal penelitian. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

Guna sampai pada temuan, data dari buku perpustakaan atau jurnal 

hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali. Berikut ini adalah metodologi 

pengolahan dan analisis data yang digunakan:
69

 

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting; 

2. Mengumpulkan sumber bahan hukum dan non hukum yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti; 

3. Menganalisis masalah hukum berdasarkan informasi yang telah 

dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam 

argumentasi; 

5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan. 

Hasil analisis bahan hukum dijelaskan dengan menggunakan teknik 

deduktif yang dimulai dari masalah yang umum dan berlanjut ke masalah 

yang khusus. Kemudian dipelajari dan diubah menjadi resep dengan tujuan 

mencapai hasil yang diinginkan yaitu memecahkan rumusan masalah. 

Kesimpulan atau verifikasi data diambil sesudah menghimpun data dan 
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berusaha memahami makna dalam segala hal yang relevan dengan 

penyelidikan. Kesimpulan dicapai secara bertahap, dengan 

mempertimbangkan kemajuan pengumpulan data. 

 



 

60 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dilatar 

belakangi oleh permohonan salah satu warga negara yaitu Hj. Aisyah Mochtar 

alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim alias Machica Mochtar. Bahwa pada 

tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, Machica Mochtar menikah dengan Drs. 

Moerdiono dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim. Upacara tersebut 

juga disaksikan oleh almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, yang telah 

memenuhi syarat nikah. Yang merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 43 UU 

Perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, mpat kewenangan MK adalah: 

a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 

c. Memutus pembubaran partai politik; 

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

Berkaitan dengan putusan MK pada penelitian ini, merupakan 

kewenagan MK untuk menguji sebuah Undang-Undang terhadap UUD 1945, 

dimana terdapat sebuah hak konstitusional seorang warga negara Indonesia 

yang dilanggar oleh ketentuan sebuah Undang-Undang Perkawinan. Adapun 

syarat yang utama guna menempuh upaya hukum melalui MK salah satunya 
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adalah pemohon mempunyai kedudukan hukum dengan Undang-Undang yang 

akan dimohonkan. Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat 

alasan bahwa pemohon adalah pihak yang secara langsung berhadapan dan 

meyakini bahwa pelaksanaan UU Perkawinan telah melanggar hak 

konstitusionalnya yaitu Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini benar-

benar menimbulkan ketidakjelasan hukum yang merugikan pemohon dalam 

hal status perkawinan dan kedudukan hukum anak dari perkawinan. 

Terdapat hak konstitusional pemohon yang dilanggar yaitu hak 

sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

yang sah. Kemudian ayat (2) yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 

UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan 

terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan berkata lain 

yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara 

konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, 

pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama 

yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana 

diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma 

hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari 

diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan 
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Pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan 

eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah. Begitu alasan yang 

terdapat dalam putusan tersebut, yang menjadi latar belakang pemohon 

melakukan uji materi terhadap UU Perkawinan. 

Seorang anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 

ibunya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan 

hal ini juga diterima dalam Islam. Hanya karena sesuatu itu halal atau tidak 

menurut norma hukum, bukan berarti oleh karenanya benar jika norma hukum 

UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang anak yang lahir di luar 

perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan 

keluarganya. Dalam Islam, aturan yang sama yang mengatur pernikahan 

didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan Pemohon 

dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/20120 adalah sah dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip perkawinan dan norma-norma Islam. 

Perkawinannya bukan merupakan perbuatan zina dalam dalil 

permohonan tersebut, hal ini akan berimplikasi kepada anak yang akan 

dilahirkan dari perkawinan secara siri tersebut yaitu anak sah.  Kemudian 

muncul kegelisahan pada pemohon terkait ketentuan pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan, bagaimana mungkin perkawinan yang legal secara Islam, akan 

tetapi norma hukum positif menggesernya menjadi tidak sah. Menilik 

ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka 

pengangkatan norma hukum tersebut berakibat pada status hukum anak yang 

lahir di luar nikah. Di sisi lain, perlakuan tidak adil ini tentu bermasalah 
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karena status anak di hadapan hukum sudah tidak jelas dan tidak dapat 

dibenarkan. 

Telah dijelaskan pula dalam putusan MK tersebut, bahwasanya 

pemohon telah melakukan perkawinan sah secara agama dengan didukung 

oleh Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 

Dengan demikian bahwasanya sudah mendapatkan produk hukum yang 

mengikat tentang sahnya perkawinan pemohon. Hanya saja terbentur dengan 

UU Perkawinan terkait perkawinan yang sah serta akibatnya terhadap anak 

yang dilahirkan dari perkawinan siri. 

B. Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Hak 

Waris Anak Hasil Kawin Siri  

Anak mempunyai arti pokok dalam memastikan keberlangsungan 

hidup manusia serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Anak-anak 

adalah harapan dimasa yang akan datang, yang kita laksanakan hari ini akan 

mempengaruhi kualitas anak dimasa mendatang. Artinya, negara sebagai 

pelindung mungkin masih sempat mensejahterakan dan menegakkan hak-hak 

anak disaat dunia mencita-citakan peradaban manusia yang lebih unggul dari 

sekarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 B UUD 1945, yang menyatakan 

bahwa “negara memastikan bahwa keberhakan setiap anak terhadap 

penghidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak terhadap 

pengamanan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi." 
70

 Oleh sebab anak 
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di bawah hukum negara atau standar agama dalam hal perkawinan 'tidak sah'. 

Inilah akibat dari penerapan Pasal 43 (Ayat 1) UU Perkawinan yang mengatur 

tentang kedudukan anak yang lahir diluar kawin belum cukup diatur oleh UU 

Perkawinan. Artinya kedudukan anak yang lahir di luar nikah atau anak yang 

lahir di luar perkawinan yang diakui secara hukum hanya mempunyai ikatan 

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa kewajiban apapun dalam hal 

mewariskan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Akibatnya, 

seorang anak sebenarnya harus ikut menanggung kerugian akibat perbuatan 

orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak mesti benar-benar menanggung 

sebagian biaya yang terkait dengan keputusan orang tuanya. 

Berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan semestinya anak 

tersebut memiliki hak keperdataan yang setara dengan anak lain dari 

perkawinan yang sah menurut norma negara. Bilamana seorang anak mesti 

memikul kerugian akibat tindakan orang tua mereka, maka perkawinan itu 

tidak pada tempatnya. Inilah resiko terhadap nikah yang belum 

diadministrasikan atau pernikahan yang belum dilakukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perkawinan. Selaras dengan karakter bangsa 

guna menjadi warga yang baik, anak berhak terhadap pengasuhan serta 

penjagaan yang baik selama hamil maupun setelah dilahirkan. Berbagai hak 

sipil dikendalikan dengan memperhatikan hak anak atas pelayanan guna 

meningkatkan keterampilan serta kehidupan sosialnya. Anak-anak memiliki 

hak untuk dilindungi dari lingkungan yang dapat menyakiti mereka atau 

mengganggu perkembangan normal mereka. 
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Hanya gagasan bahwa anak harus menanggung akibat dari perbuatan 

kedua tuannya yang harus dipahami bilamana dianggap sebagai sanksi atas 

norma negara atau norma agama (dalam hal ini Islam). Dengan kata lain, 

terlepas dari sah atau tidaknya suatu perkawinan atas norma negara, kedua 

orang tua kandung, atau kedua orang tua biologisnya, tetap bertanggung jawab 

atas segala kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan yang 

dilakukan untuk pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan dari sebuah 

pernikahan.
71

 

Regulasi hukum dan gerakan politik baru dimungkinkan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Permohonan peninjauan kembali pasal-pasal yang 

diajukan Machica Mochtar, artis yang menikah siri dengan mantan sekretaris 

menteri negara pada masa orde baru yaitu Moerdiono, disetujui oleh 

Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta agar Pasal 2 ayat (2), yang 

membahas problem administrasi perkawinan serta pasal 43 ayat (1), yang 

membahas kedudukan keperdataan anak-anak yang lahir di luar perkawinan, 

dianggap melanggar konstitusi dan dinyatakan sebagai tidak memiliki 

kedudukan hukum, dengan segala akibat yang terkait. Para pihak yang 

mendukung keputusan ini meyakini hal itu sebagai inovasi hukum yang 

progresif dalam membela hak-hak anak, baik yang lahir di luar nikah maupun 

di luar perkawinan yang sah. Keputusan ini, bagaimanapun, menimbulkan 

positif dan negatif di masyarakat. Mengenai mereka yang percaya keputusan 

ini membenarkan dan melegitimasi pernikahan tidak terdaftar, sedangkan bagi 
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pihak yang tidak sependapat, mereka memiliki kekhawatiran putusan tersebut 

akan melegalkan perbuatan zina atau pergaulan bebas. 

Pendapat Habib Shulton Asnawi dengan tetap memberlakukan Pasal 

43 (Ayat 1) UU Perkawinan, sama dengan negara membiarkan penelantaran 

sistemik terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Tentu saja, ini 

bertentangan dengan hak asasi manusia. Negara dipandang kontradiktif dan 

cenderung tidak setuju dengan keputusan untuk meratifikasi konvensi PBB 

tentang hak-hak anak tahun 1989. Kewajiban Negara yang meratifikasi 

Kovenan Hak Anak antara lain membuat Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Ketentuan hak-hak dari Konvensi Hak Anak 1989, serta "menertibkan" 

Undang-Undang dan peraturan lain yang bertentangan dengan standar yang 

digariskan dalam konvensi itu.
72

 

Putusan MK No. 46/PUUVII/2010 merupakan salah satu putusan MK 

yang memiliki konsekuensi signifikan bagi hukum yang mengatur 

perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan di luar nikah dengan 

ayah biologisnya. Putusan tersebut menyatakan “Anak luar kawin memiliki 

ikatan perdata” dengan ibunya, keluarganya, dan seorang laki-laki yang dapat 

dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain sebagai 

ayahnya dan yang memiliki ikatan darah, termasuk dengan ayah biologisnya, 

keluarga, menurut undang-undang. Anak yang lahir dari perkawinan siri 

mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah, antara lain hak nafkah, atau 

kebutuhan pokok yang dipersyaratkan oleh mereka yang membutuhkannya. 
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Putusan tersebut hanya mengakui status dan kedudukan anak; namun tidak 

mengatur langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada 

hubungan tindakan yang nantinya dapat menghasilkan keturunan. Setiap 

pernikahan di siri seyogyanya jika sah menurut hukkum agama maka, secara 

norma positif juga sah dan mengakibatkan hubungan hak keperdataan antara 

keduanya dan juga keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
73

 

Dengan terbitnya putusan tersebut berimplikasi terhadap tatanan 

norma perkawinan di Indonesia, terkhusus tentang kedudukan anak hasil nikah 

siri. Berikutnya MK merumuskan norma baru, bahwa anak yang lahir di luar 

perkawinan memiliki ikatan bukan saja terhadap ibunya melainkan juga 

terhadap ayah biologisnya. Putusan ini bersifat inkonstitusional bersyarat 

(Conditionally Unconstitutional), artinya menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) 

UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan membuka jalan untuk 

norma baru yang membahas terkait hak serta kedudukan anak hasil nikah siri. 

Agar tanggung jawab orang tua, dalam hal ini ayah biologis, untuk memenuhi 

tanggung jawab orang tua dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, maka 

dibuatlah norma baru oleh putusan tersebut. Berdasarkan keadilan logika, 

yang berpendapat bahwa ikatan perdata antara ayah dan anak bisa terjalin baik 

melalui ikatan perkawinan maupun ikatan darah, majelis hakim konstitusi 

memutuskan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini. Sehingga norma 

yang terkandung dalam putusan tersebut berusaha mewariskan perlindungan 

hukum bagi hak anak. 

                                                             
73 Muis, “Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum”, 18-31. 



 

 

 

68 

Argumentasi majelis hakim dalam mengambil terdapatnya hubungan 

darah merupakan sebuah patokan terdapatnya hubungan keperdataan dengan 

ayah biologisnya. Hingga saat ini, berbagai undang-undang berlaku 

positivistic atau kaku, sehingga menghegemoni penegakannya termasuk juga 

dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 43. Padahal peraturan perundang-

undangan tidak selalu menjamin bahwa peraturan perundang-undangan itu 

benar. Perundang-undangan akan diuji ketika dipraktikkan, tidak harus ketika 

dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 43 UU Perkawinan 

yang mengatur terkait status anak yang lahir di luar perkawinan harus 

dilakukan secara progresif. Satjipto Raharjo menuntut agar hukum diterapkan 

sebagaimana mestinya. Prinsip dasarnya adalah bahwa umat manusia harus 

mendapat manfaat dari hukum, bukan sebaliknya. Kemanusiaan tidak 

melayani hukum sebaliknya, hukum melayani manusia. Hukum ada untuk 

sesuatu yang jauh lebih luas, terutama untuk martabat manusia, kesenangan, 

kesejahteraan, dan kemuliaan daripada untuknya secara khusus. Dalam upaya 

meruntuhkan positivisme legalistik tentang definisi hukum, inilah filsafat 

hukum progresif.
74

 

Dengan demikian bahwa dengan terbitnya Putusan MK No. 

46/PUUVII/2010, menyetarakan hak dan kedudukan anak hasil nikah siri 

dengan anak lain yang dilahirkan secara sah berdasarkan hukum Negara. 

Konsep fiqh yang dijadiikan rujukan dalam perumusan putusan MK tersebut 
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jika pernikahan siri itu sah secara agama, maka konsekuensi dari pernikahan 

itu ialah terdapat hak bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

C. Status Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Dalam Putusan MK No. 

46/PUU-VIII/2010 Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Hukum keluarga Islam merupakan inti syariah yang menawarkan 

beberapa penyelesaian masalah. Hukum keluarga islam sering dipahami 

sebagai nilai yang mengajarkan pada umat islam untuk kemudian dipraktekan 

dalam kehidupan rumah tangga. Padahal lebih dari itu yakni bersifat solutif 

dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang 

terjadi. Dewasa ini masih salah pemahaman terhadap hikmah dan filsafatnya. 

Hal ini mengakibatkan pemahaman yang tidak lagi menganggap hukum Islam 

representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. 

Para ulama menjabarkan secara pribadi mengenai pengaturan regulasi 

hukum keluarga di Indonesia berdasar pada ilmu dari para guru mereka. Hal 

ini menghambat perkembangan hukum karena pemaparan dari para ulama 

dianggap sakral, tidak dapat ditentang, direvisi dan dievaluasi. Prinsip yang 

seperti itulah yang memunculkan zaman stagnasi (jumud) ilmu di masa lalu 

karena sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun 

pemikirannya. Pada tahun 1960-an upaya konkret pembaruan hukum keluarga 

Islam dimulai, yang menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.
75

 Manusia sebagai mahkluk terbaik di dunia ini 

diberikan sebuah bentuk fitrah oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa 
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perkawinan. Tidak hanya manusia, tetapi seluruh mahkluk hidup ciptaan-Nya. 

Sebuah perkawinan salah satunya bertujuan untuk meneruskan keturunan 

yakni anak. Akhir-akhir ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tertanggal 27 Februari 2012 mengenai pengakuan status 

anak/anak di luar perkawinan untuk mendapatkan pengakuan hukum ayah 

kandungnya secara hukum perdata, dan peninjauan kembali ketentuan Pasal 

43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam 

diktumnya. 

Pasca putusan tersebut pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca menjadi: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 

sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai 

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya”.
76

 

 

Putusan MK dalam perkara ini mengubah tafsir UU Perkawinan yakni 

tidak hanya berlaku bagi pasangan yang menikah di bawah tangan menurut 

tata cara Islam tetapi juga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
77

 

Ditelisik dari sejarah, bahwa pernikahan siri ini sudah lama terjadi di 

Indonesia. Dalam peraturan hukum di Indonesia tidak dimuat mengenai 

perkawinan siri. Perkawinan siri terjadi apabila proses perkawinan 

dilaksanakan dengan tidak melibatkan pemerintah dan negara namun hanya 

secara agama atau adat saja. Masyarakat Indonesia menganggap perkawinan 
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siri sah karena dilakukan berdasarkan norma agama atau adat istiadat. Apabila 

dariperkawinan Siri menghasilkan anak, maka anaknya dianggap anak sah 

pula.
78

 Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menegaskan keabsahan tentang nikah siri secara implisit. 

Menarik diperhatikan ketika awal mula permohonan uji materiil ini 

diputuskan, menjadi perdebatan ramai di kalangan masyarakat, khususnya 

dalam memaknai sahnya hubungan nasab terhadap ayahnya oleh anak di luar 

perkawinan. Dalam putusan di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai 

MK menghalalkan perzinaan. MUI menilai bahwa keputusan tersebut tidak 

mengurai dengan jelas mengenai hak-hak hukum anak yang lahir dalam 

perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di KUA atau KCS, seperti 

perkawinan yang tidak dicatatkan. Semua anak yang lahir di luar perkawinan 

berhak atas hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya. MUI terus 

mengaitkan nasab dengan interaksi sipil.
79

 Hal ini bertolak belakang dengan 

pendapat dari Mahfud yang mengatakan bahwa ikatan keperdataan anak yang 

lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya tidak mesti mempunyai 

ikatan nasab, sedangkan anak hasil perzinaan hanya mempunyai hubungan 

keperdataan di luar hubungan nasab. Beliau menepis tuduhan MUI tersebut, 
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dan berpendapat justru vonis MK menjadikan seseorang takut dan tidak 

berbuat zina.
80

 

Menilisik dalam sejarah sebelum Islam, struktur sosial masyarakat 

sebelumnya sangat berpengaruh terhadap hukum waris. Sebelum datangnya 

Islam, wanita dan anak-anak tidak berhak atas harta warisan dari ahli waris 

(orang tua atau kerabat). Di bawah pembenaran bahwa mereka tidak dapat 

berperang untuk melindungi suku dan orang-orang mereka, anak-anak dan 

wanita.
81

 Mereka mengkhususkan harta warisan mereka kepada orang-orang 

yang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka.
82

 Padahal hakikatnya 

yang menjadi poin penting dalam kewarisan adalah garis keturunan yang sah. 

Hukum Keluarga Islam menjelaskan bahwa tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi nasab seorang anak dengan ayahnya: pernikahan yang sah, 

perjodohan, atau bahkan ketidaktahuan suami akan bahaya akadnya.
83

 Putusan 

ini dapat berdampak positif atau negatif melihat dari akibat hukum yang 

sangat luas. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika 

seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan. Namun, berkaitan dengan 

garis keturunan (nasab), hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum 

keluarga Islam mendapat stigma jika definisi “anak di luar perkawinan” 
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diartikan sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan 

dan samen leven. 

Langkah tersebut merupakan upaya yang revolusioner yang diambil 

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Menjadi perdebatan dalam 

frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” yang memiliki perbedaan sangat 

signifikan dalam tata bahasa definisi hukum positif Indonesia dan hukum 

Islam. Jika dalam hukum Islam, “anak yang lahir di luar perkawinan” memuat 

definisi bahwa, anak yang dilahirkan dari pasangan yang melakukan perbuatan 

zina (haram). Sedangkan dalam definisi hukum positif Indonesia, frasa “anak 

yang lahir di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak dari hasil hubungan 

yang dilakukan atas perkawinan dan tidak melakukan pendaftaran sehingga 

tidak tercatat di KUA maupun KCS. Tidak samanya konsep definif menjadi 

hal dasar yang memicu tidak usainya perdebatan, sehingga putusan yang 

diambil oleh MK dianggap melegalisasi perzinahan. Pada penelitian ini akan 

difokuskan bahwa, frasa “anak di luar perkawinan” diartikan anak yang lahir 

atas perkawinan siri oleh suami isteri. Hal ini juga telah tegas secara eksplisit 

termaktub dalam pasal 2 ayat 1 dalam UU Perkawinan, maka tetap sah 

perkawinan siri dan terhadap nasab dalam hukum keluarga Islam tidak 

menjadi putus. 

Dalam pertimbangannya, putusan tersebut memiliki makna yang baik 

demi menjaga nilai-nilai keadilan yakni melalui pertimbangan bahwa anak 

yang lahir merupakan hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Jika 

seorang anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan satu arah dengan 
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ibunya dan tidak memiliki hubungan ayahnya. Hal ini dianggap tidak tepat 

dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan 

seksual dan menyebabkan terjadinya kehamilan hingga lahirnya seorang anak 

tersebut dengan membebaskan tanggung jawab dan meniadakan hak seorang 

anak yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Padahal pada perkembangan 

teknologi memungkinkan untuk dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu 

merupakan anak dari laki-laki tertentu.
84

 

Ibn Kasîr mengaitkan garis keturunan dengan ikatan warisan yang 

membantu orang menciptakan keluarga melalui pernikahan. Al-Thabathaba'i 

menawarkan sudut pandang yang berbeda, menjelaskan secara mendasar 

bagaimana nasab adalah hubungan atau ikatan yang mengikat satu orang 

dengan orang lain berdasarkan kelahiran/hubungan darah, wiladah, dan 

kelahiran, jami'al-rahm.
85

 

 86اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتى بو املرأة املتزوجو زواجا صحيحا ينسب إىل زوجها
 

Pendapat Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa, para ahli fikih 

sepakat seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui 

perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan 

tersebut. Tidak ada halangan nasab atas perkawinan yang dilangsungkan 

secara sah. 
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Bekaitan dengan putusan tersebut, maka yang dalam titik pokok 

pembahasan dasar hukum isu ini adalah terkait hubungan keperdataan antara 

bapak biologis terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta dapat 

dijaminannya hidup anak tersebut. Hubungan keperdataan antara bapak dan 

anak hasil nikah siri berjalan beriringan terhadap prinsip ḥifẓ al-

nasl (memelihara nasab), dengan landasan bahwa prinsip itu memerhatikan 

metode perolehan anak secara sah yakni melalui proses perkawinan. 

Munculnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan legitimasi antara 

norma agama dan norma hukum Indonesia, yang berimplikasi terhadap anak 

di luar perkawinan memiliki hak untuk mendapat pengakuan negara serta hak 

yang melekat di dalamnya. 

Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya 

dengan prinsip ḥifẓ al-nafs (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup dengan 

menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan 

atau dapat menimbulkan mafsadat. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah 

biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu. 

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 a quo memiliki keterkaitan 

kepada Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam KHI sebagai formulasi 

yang digunakan selama ini menjadi landasan hukum keluarga Islam di 

Indonesia. Terhadap amar putusan tersebut memiliki dampak bahwa anak 

yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah memiliki kekuatan hukum 

dan perlindungan hukum sehingga berlaku sama terhadap status dengan anak 

sah. Pada amar putusan tersebut sebagai terobosan dari Mahkamah Konstitusi 
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dalam memenuhi perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia, 

khususnya anak.
87

 

Terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, seyogyanya menjadi 

solusi dalam memberikan legitimasi hukum terhadap anak yang lahir di luar 

ikatan perkawinan dengan tanpa melegalkan perzinahan dalam pengertian 

hukum Islam. Dengan acuan demikian, pengertian anak sah dalam KHI tidak 

menjadi norma yang saling bertabrakan atau kabur jika secara definitif 

disandarkan anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang 

sah. Secara mendasar antara putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 

99 KHI jo. pasal 53 KHI, secara umum memiliki tujuan yang sama yakni 

memberikan perlindungan hukum kepada ibu dan anak di hadapan hukum. 

Dalam hukum keluarga Islam, Perkawinan siri dikatakan sah dengan 

dasar atas syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga anak yang dilahirkan dari 

perkawinan siri ini juga dianggap sah dan berhak mendapat pengakuan dari 

ayah dan keluarga ayahnya serta mendapatkan hak-hak sebagai anak termasuk 

hak waris dari orang tuanya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiiliki 

keselarasan dengan teori hukum perlindungan anak, sebagaimana pendapat 

Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah anak-anak 

menggunakan hak-hak hukum dan moralnya. Regulasi undang-undang pada 
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dasarnya secara langsung mempengaruhi bagaimana hak-hak anak 

dilindungi.
88

 

Ditelisik dari sejarah, masa sahabat dan ulama mazhab dikenal sebagai 

ahli nasab yang memiliki keahlian dalam memutuskan penetapan nasab anak. 

Pada masa tersebut hubungan nasab terjadi jika dua orang yang melakukan 

persetubuhan dalam satu masa suci, baik dilatarbelakangi oleh adanya 

perbudakan atau perkawinan, hal ini berarti perzinahan tidak termasuk 

kategori tersambungnya nasab. Ulama yang berpegang pada penetapan ini 

adalah Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Auza’i. Berbeda 

pendapat dengan sebelumnya, Ulama Kufah dan mayoritas ulama Irak 

menolak qafah, yakni diharuskan adanya pengakuan. Menjadi sah sanadnya 

jika mendapat pengakuan dari dua orang, maka anak tersebut menjadi milik 

dua orang tersebutdengan dasar tetap tidak melalui jalan perzinahan. Landasan 

hukum pendapat ini adalah putusan qafah pada sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Malik dari Sulaiman bin Yasar: “Bahwa Umar bin Khattab 

memberikan putusan atas anak-anak yang terlahir pada masa Jahiliyah untuk 

bercampur dengan orang-orang tua mereka, yaitu mereka yang mengakuinya 

dalam masa Islam”.
89

 

Menurut hukum Islam, setelah persyaratan pernikahan terpenuhi, 

pernikahan dianggap sah dan melahirkan semua kewajiban dan hak antara 
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suami dan istri, termasuk masalah harta dan keturunan. Tidak ada catatan 

tentang pernikahan yang didaftarkan pada masa awal Islam. Kebutuhan 

pencatatan perkawinan didorong oleh tuntutan perkembangan masyarakat dan 

berbagai pertimbangan manfaat. 

Pada soal kemaslahatan dan keadilan manusia terkhusus anak dalam 

kasus ini, prinsip kemaslahatan manusia sebagaimana pendapat T.M. Hasbie 

ash-Shiddieqy salah satunya adalah hukum ditetapkan sesudah masyarakat 

membutuhkan hukum-hukum itu dan hukum ditetapkan menurut kadar 

kebutuhan masyarakat. Dalam keadilan, persoalan ini juga menjadi prinsip 

dasar dalam hukum Islam, yakni tidak boleh ada unsur subyektif dalam 

definisi keadilan. Apa yang dianjurkan oleh Islam adalah sikap berfikir yang 

reflektif dan pendekatan yang obyektif terhadap masalah yang dihadapi.
90

 

Terhadap persoalan hubungan nasab, kedudukan anak Machicha 

Mochtar mantan istri siri Moerdiono (dalam putusan MK) yang memiliki 

status menjadi anak di luar kawin tidak dikatakan sebagai norma yang 

bertentangan terhadap hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dalam syara’ 

hubungan perkawinan yang dijalani telah menaati syariat yang berlaku namun 

tidak tertib secara administrasi. Maka, pada persoalan ini anak yang lahir 

akibat perkawinan siri tidak bisa menjadi sama status hukumnya dengan anak 

luar kawin hasil zina. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang bisa mendapat 

hak waris itu anak dari hasil nikah siri yang sudah di itsbatkan, tetapi bagi 
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yang belum di itsbatkan hanya mendapat hak nafkah saja tidak sampai kepada 

waris. 

Soal hak waris merupakan salah satu akibat hukum dari putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pemenuhan hak anak 

untuk menikah dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah berhak mewaris dari kedua orang tuanya.
91

 Amar 

putusan MK a quo menjelaskan bahwa baik wanita maupun pria yang menjadi 

lantaran seorang anak lahir, maka terhadap dua orang tesebut memiliki 

tanggung jawab kepada anak yang dilahirkan. Solusi atas polemik putusan 

MK tentang status anak luar kawin disampaikan dalam Fatwa MUI tentang 

status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Mengenai kata “hubungan 

perdata” menjadi lebih adil jika dimaknai secara definitif MK memberikan 

tafsir secara lugas dengan landasan tidak terjadi benturan atau kaburnya suatu 

norma hukum Islam terhadap putusan MK. Dalam Islam tidak ada dalil yang 

membenarkan anak hasil zina bernasab dengan ayahnya tanpa adanya 

perkawinan sah secara hukum Islam. Hukum Islam juga tidak membenarkan 

anak hasil zina berhak atas warisan ayah biologis. 

Dengan penjelasan di atas, maka hak anak atas perkawinan orang tua 

yang melakukan kawin siri pada hakikatnya sama dengan pada umumnya, 

namun dengan catatan tetap melakukan registrasi administrasi pencatatan 

perkawinan atau permohonan isbat nikah kendati dalam putusan MK a quo 
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telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil dari kawin siri. 

Ayat-ayat dalam Surah al-Nisa ayat 11 dan 12 termasuk di antara ayat-ayat 

dalam Al-Qur'an yang menunjukkan siapa yang berhak menerima warisan. 

Kedua ayat ini mendefinisikan hukum waris yang sederhana untuk dipahami 

dan memperjelas ketentuan yang mengatur siapa saja yang berhak menjadi 

ahli waris, bagian yang harus diperoleh setiap ahli waris.
92

 Dengan dasar di 

atas, maka status hak dan kedudukan anak pasca putusan MK a quo adalah 

sama dengan anak sah lain. Dengan tetap berdasar pada Al-Quran surat An-

Nisa ayat 11, yakni: 

فَاِنْكُنَّ نِسَآءًفَ وْقَ اثْ نَتَ يِْْ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رًكَ  جيُ وْ صِيْكُمُ اللَّوُ فِْ اوَْلََ دكُِمْلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الَْنُْ ثَ يَ يِْْ 
دُسُ مَِّا تَ رَكَ اِنْ كَانَ لَوُ  ج هُمَا السُّ ن ْ  جوَلَدٌ  وَانِْكَانَتْ وَاحِدَةًفَ لَهَا النِّصْفُ قلى وَلََِبَ وَيْوِ لِكُلِّ وَاحِدٍمِّ

وِ الث ُّلُثُ فَاِنْ لََّّْ يَكُنْ لَّوُ وَلَدٌ وَّوَرثِوَُ ابََ وَ  دُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ  قلىهُ فَلُِِ مِّ وِ السُّ فَاِنْ كَانَ لَوُ اِخْوَةٌ فَلُِِ مِّ
نَاللَّوِ  قلىلََتَدْرُوْنَ ايَ ُّهُمْ اقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا  جابَآَؤكُُمْ وَابَْ نَآؤكُُمْ   قلىي ُّوْصِيْ بِِآَ اوَْدَيْنٍ  اِنَّ  قلىفَريِْضَةًمِّ

كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمً   اللَّوَ   
Artinya:  “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 

sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka 

dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) 

itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). 

Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika 

dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 

kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang 

meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 

seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang 

dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan 

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. 
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Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi 

Mahabijaksana.”
93

 

 

Selain itu, mengenai bagian anak kandung pada pasal 176 Kompilasi 

Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut: 

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, 

dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak 

perempuan”.
94

 

 

Kendati dalam putusan a quo memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak hasil dari kawin siri yang secara administratif belum tercatatkan. 

Secara mendasar bahwa telah diatur tentang pencatatan perkawinan. Selain itu, 

dalam Islam juga memberikan perhatian khusus dalam arti pentingnya 

pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk 

perlindungan dan kebermanfaatan, sebagaimana dalam kaidah fiqh di bawah 

ini:
95

 

 التصرف االمام على الرعية منوط بالمصلحة
Artinya: “Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat” 
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Selain itu, adanya akta pencatatan perkawinan merupakan sebagai bukti 

kuat adanya sebuah perkawinan demi mencegah hal yang tidak diinginkan, hal 

ini sebagaimana dalam kaidah fiqh:
96

 

 الثابت بالرب ىان كالثابت بالعيان
Artinya: “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan 

dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan” 

 

Kepentingan perlindungan hukum bagi Anak adalah hal mutlak yang 

perlu diperjuangkan. Kepentingan perkawinan secara siri adalah kepentingan 

orang yang berakad dan melupakan kepentingan anak yang akan dilahirkan dari 

perkawinan tersebut. Hal tersebut ditentang dalam kaidah fiqh yang berbunyi:
97

 

 املتعدى افضل من القاصر
Artinya: “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama 

daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri” 

 

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq memisahkan hukum-hukum yang 

mengatur perkawinan menjadi dua kategori sesuai dengan pentingnya 

pencatatan dalam perkawinan, yang merupakan cara untuk menjamin kepastian 

hukum dalam topik perkawinan, yaitu:
98

 

1. Peraturan syara’ adalah hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan. Aturan ini telah ditetapkan oleh hukum Islam, yang telah 

dikembangkan dalam domain fiqh; 

2. Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu perkawinan antar umat Islam tidak 

dilarang menurut hukum tauhid, tetapi harus didaftarkan dengan 
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menggunakan akta nikah yang telah disahkan oleh pemerintah yang 

bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menjaga lembaga perkawinan yang 

sangat penting dan strategis dalam peradaban Islam, dari tindakan tidak 

menguntungkan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ceroboh. 

Seseorang tidak memiliki hak menerima warisan dari orang lain, kecuali 

karena memiliki sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab yang menjadiakan 

seseorang mendapatkan warisan ada tiga, yaitu: nikah, nasab, dan wala‟.
99

 

Terhadap putusan a quo yang secara legal formal tidak menjadi penghalang 

bagi anak hasil luar perkawinan utnuk mendapatkan hak waris dari ayah 

biologisnya, nikah siri diakui sebagai perkawinan yang sah dengan tetap 

mengikuti rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. 

Dengan pertimbangan di atas, maka dalam putusan MK a quo secara 

kemaslahatan telah tercover melindungi hak anak untuk mendaptkan warisan 

dari ayah biologisnya, namun bukan berarti perkawinan yang dilangsungkan 

secara siri semakin massif dilakukan, karena dikhawatirkan menjadi celah 

hukum untuk melakukan kesewenangan sejak awal perkawinan. Adanya 

putusan MK a quo membuktikan bahwa adanya peringatan pentingnya 

pencatatan sebagaimana telah tidak dikabulkannya terhadap pasal 2 ayat 2 UUP 

tersebut dan dalam kaidah fiqh telah jelas menerangkan pentingnya 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang terbitnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dikarenakan 

muncul kegelisahan terkait ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, 

bagaimana mungkin perkawinan yang legal secara Islam yang telah 

mendapatkan penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa 

Nomor: 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, akan tetapi norma hukum positif 

menggesernya menjadi tidak sah. Menilik ketentuan norma hukum dalam 

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka pengangkatan norma hukum 

tersebut berakibat pada status hukum anak yang lahir dari pasangan nikah 

siri yang hanya bisa mendapatkan nafkah saja tanpa bisa memiliki hak 

waris dari ayah biologisnya. Di sisi lain, perlakuan tidak adil ini tentu 

bermasalah karena status anak di hadapan hukum sudah tidak jelas dan 

tidak dapat dibenarkan. Terutama yang berkaitan dengan kewajiban 

seorang ayah biologisnya terhadap hak waris anak yang lahir dari 

perkawinan siri; 

2. Dengan terbitnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, berimplikasi 

terhadap tatanan norma perkawinan di Indonesia, terkhusus tentang 

kedudukan anak hasil nikah siri yang telah dimintakan penetapan istbat 

nikah ke Pengadilan Agama. Berikutnya MK merumuskan norma baru, 

bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki ikatan bukan saja 

terhadap ibunya melainkan juga terhadap ayah biologisnya. Isi Putusan 
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MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini bersifat keperdataan dan mengikat untuk 

semua warga negara Indonesia, artinya menyatakan bahwa pasal 43 ayat 

(1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan membuka jalan 

untuk bahwasanya perlindungan anak tersebut melalui putusan mk adanya 

hubungan keperdataan hanya sebatas nafkah saja bukan sampai kepada 

waris apabila anak tersebut memang terlahir dari anak yang 

perkawinannya tidak sah dikarenakan dalam kasus machica itu dia sudah 

melakukan itsbah nikah jadi pernikahannya sudah dianggap sah dan 

akhirnya anaknya menerima waris baik dari ibu dan ayah biologisnya; 

3. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan penjelasan bahwa 

pernikahan perkawinan secara siri yang telah dimintakan penetapan ke 

Pengadilan Agama merupakan perkawinan yang sah, akibatnya anak yang 

dilahirkanpun menjadi anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga bagi anak yang terlahir dari 

perkawinan siri yang telah di sahkan melalui penetapan Pengadilan Agama 

mendapat pengakuan dari negara serta hak yang melekat di dalamnya 

sebagai ahli waris dari ayah biologisnya khusus bagi yang melakukan 

istbat nikah atau penetapan asal usul anak. Hubungan keperdataan antara 

bapak dan anak hasil nikah siri berjalan beriringan dengan kaidah fiqh 

mawaris dimana konsepnya ialah jika perkawinannya sah, maka anak dari 

hasil perkawinan tersebut sah dan mempunyai kedudukan sebagai ahli 

waris dari ayahnya, demikian juga terhadap prinsip ḥifẓ al-

nasl (memelihara nasab).  
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B. Saran 

1. Perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait pengaturan hak-hak anak 

yang lahir atas perkawinan siri dalam sebuah norma tertulis, sehingga 

memberikan bentuk perlindungan hukum atas hak-hak anak serta perlu 

merumuskan aturan yang bersifat progresif sesuai keadaan dan 

perkembangan zaman; 

2. Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, diharapkan pengaturan 

terkait perkawinan di Indonesia dapat diselaraskan berdasarkan agama dan 

kepercayaan masyarakat Indonesia yang beragam, serta masyarakat yang 

pluralisme, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Dapat 

memperinci segala aspek tentang keabsahan perkawinan dan segala 

konsekuensinya termasuk terhadap hak waris anak hasil nikah siri khusus 

bagi ummat Islam; 

3. Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, diharapkan dapat 

memperjelas hak waris anak hasil nikah siri, yang secara agama Islam 

merupakan anak dengan nasab yang jelas atau tidak terputus dengan 

ayahnya, sehingga anak tersebut tetap mendapatkan haknya sesuai dengan 

hukum keluarga Islam, dan tidak menjadikan ayahnya terlepas dari segala 

tanggung jawab kepada anak tersebut. 
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